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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena 

berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kecamatan Wanasari 

Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026, sesuai dengan amanat Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 

 

 Sebagai aplikasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pembangunan 

daerah dan Pelksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi 

Jawa Tengah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang 

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka 

setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) 

untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah 

ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Kecamatan 

Wanasari Kabupaten Brebes, serta berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat 

pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di 

tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang diharapkan mampu memberikan 

kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Brebes 
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melalui Penyelenggaraan Pemerinahan, Pembangunan dan Pelayanan 

Masyarakat. 

 

 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Wanasari 

(RENSTRA Perangkat Daerah Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes 

Tahun 2023 – 2026 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi 

peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Wanasari Kabupaten 

Brebes di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

 

 

 

Wanasari,    Maret 2022 

 

CAMAT WANASARI 

 

 

 

NURUDDIN, SH 

Pembina 

NIP. 19690817 199803 1 017 

  

 

 

 

 

HP-KecWanasari
Draft

HP-KecWanasari
Draft
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

 

        Rencana Startegis Perangkat Daerah atau disebut juga 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah 

(RPJMD) yang dibuat untuk lima tahun,  mengacu pada Undang - 

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dengan dipedomani pada Rencana 

pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/ Kota.  

Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah 

tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta, Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembanguan jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, 

Fungsi Rencana Strategis mencakup : 

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran; 

2. Mengarahkan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah; 

3. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur kinerja 

penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pemilihan masing-

masing Perangkat Daerah; 

4. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur capaian target 

Standar pelayanan minimal (SPM) dan mengukur  kinerja 

pelayanan Perangkat Daerah; 

5. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur capaian target 

kinerja program pembangunan jangka menengah. 
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Proses penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah 

melalui beberapa tahapan, adapun tahapan-tahapan itu adalah : 

1. Persiapan Penyusunan Rencana Startegis Perangkat Daerah; 

 - 

 

- 

- 

 

Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang 

pembentukan tim penyusun Rencana Startegis Perangkat 

Daerah; 

Orientasi mengenai Rencana Startegis Perangkat Daerah; 

Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Startegis 

Perangkat Daerah; dan 

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan 

daerah. 

2. Penyusunan Rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah; 

 - 

- 

Perumusan rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah 

Penyajian rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah 

3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Startegis Perangkat 

Daerah; 

 - Penyusun rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat 

Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Rencana 

Startegis Perangkat Daerah, yang berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

 - 

 

 

 

 

Penyempurnaan rancangan Rencana Startegis Perangkat 

Daerah bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta 

menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

4. Penetapan Rencana Startegis Perangkat Daerah; 

 - Rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah 

disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala 

Bapperlitbangda untuk memperoleh pengesahan Kepala 

Daerah. 
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 - Rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah 

diverifikasi akhir oleh Bapperlitbangda untuk menjamin 

kesesuaian Rancangan Akhir dengan RPJMD yang telah 

ditetapkan dan menjamin keterpaduan dengan rancangan 

akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah lainnya. 

 - Pengesahan rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat 

Daerah menjadi Rencana Startegis Perangkat Daerah 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 - Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan 

Rencana Startegis Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah 

menetapkan Rencana Startegis Perangkat Daerah menjadi 

pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam 

menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

 - Pengesahan rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat 

Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) 

bulan setelah Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah ditetapkan. 

 - Penetapan Rencana strategis Perangkat Daerah oleh Kepala 

Perangkat Daerah paling lama 7 hari setelah Rencana Startegis 

Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah.  

 Perumusan Rencana Startegis Perangkat Daerah yang memuat visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

dirancang guna memenuhi capaian target Rencana Pembangunan  

Daerah (RPD). 

 Rencana Startegis Perangkat Daerah disusun sebagai acuan dan 

pedoman dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah. 
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1.2   LANDASAN HUKUM  

           Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanasari, 

Kabupaten Brebes tahun 2023 – 2026 didasarkan pada ketentuan– 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421);  

5.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 

4844);  

6.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan;  

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Keuangan    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42);  

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana      Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4664);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD,dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat;  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah;  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang 

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta, Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembanguan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana   

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A) 

17. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.. 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN  

1. Maksud  

    Penyusunan Rencana Startegis Kecamatan Wanasari 

dimaksud untuk menjadikan pedoman dalam menyusun Renja 

SKPD Kecamatan Wanasari dan memberikan arah sekaligus acuan 

dan pedoman dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai selama 

kurun waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun mendatang dan 

menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang 

ada pada lingkungan Kecamatan Wanasari untuk secara 

konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai 

dengan fungsi dan peran yang diemban.  

  

2. Tujuan  

             Penyusunan Rencana Startegis Kecamatan Wanasari 

bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan 

yang mengutamakan skala prioritas di Kecamatan Wanasari dalam 

upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran 

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes 2023-

2026. 

 

1.4   SISTEMATIKA PENULISAN  

 

 Sistematika penulisan naskah Rencana Strategis (Renstra) 

Kecamatan Wanasari 2023-2026 adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

1.2. Landasan Hukum  

1.3. Maksud dan Tujuan   

1.4. Sistematika Penulisan  

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PERANGKAT DAERAH 

2.2. Sumber Daya PERANGKAT DAERAH  
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2.3. Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PERANGKAT 

    DAERAH 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT    

  DAERAH 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

 Pelayanan     PERANGKAT DAERAH 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD)  

3.3.  Telaahan Renstra Strategis K / L dan Rencana Strategis  

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

 Hidup Strategis. 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis  

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN  

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PERANGKAT         

 DAERAH  

BAB V STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN  

BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

BAB  VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB  VIII  PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

 Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. 

Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang 

kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.  

 Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat 

dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan 

bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan 

sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam 

hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten yang dipimpin 

oleh bupati. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan 

pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni:  

Pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan 

Kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali K 

ota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.  

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

                   Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.  

      Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 

pasal 14 ayat (1) dan Peraturan Bupati Brebes nomor 102 Tahun 2016 tentang 

Tugas , Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah 

Kabupaten Brebes  

1. CAMAT 

1.) Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 

2.) Camat mempunyai tugas yang meliputi : 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 
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b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  

c.  mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum;  

d.  mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;  

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum;  

f.  mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 

h.  melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah 

kabupaten yang ada dikecamatan; 

i.  melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundng-

undangan. 

j. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi luang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan. 

3.) Dalam melaksanakan tugas camat menyelenggarakan fungsi : 

a.  penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum; 

b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

c.  penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa; 

d.  penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; 

e.  penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

4.) Uraian tugas Camat,sebagai berikut : 

a. merumuskan konsep program kerja kecamatan sebagai pedoman dan 

acuan pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi 

pelaksanaan tugas; 
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c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan 

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagin tugas 

habis;  

d.  menyelnggarakan kegiatan pemerintahan dan pelyanan umum; 

e.  menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial; 

f.  menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; 

g.  mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariat dengan 

mengarahkan  prumusan progran dan pelaporan, pengelolahan 

keuangan, urusan umum dan kepegawaian; 

h. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 

i.  menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

j.  melaksanakan monitoring,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas pemerintah pimpinan. 

 

2. SEKRETARIAT 
 

1) Sekretariat mempunyai tugas membantu camat degan melaksanakan 

pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatn yang 

meliputi urusan bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, 

kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan ketatalaksanaan. 

2) Dalam melaksaan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a.  pengkoordinasian kegitan kesekretariatan kecamatan; 

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja 

kecamatan; 

c. pembinaan administrasi yang meliputi keuanga, kepegawaian, 

kerumahtanggan, perlengkapan ketataushan dan ketatalaksanaan; 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; 
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3) Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut: 

a. melaksanaan penyusunan program kerja tahunan  sebagai pedoman 

pelaksanaan  tugas; 

b. melaksanaan penyusunan  rencana kegiatan berdasarkan hasil evaluasi 

kerja sebagai pedoman pelaksanaan  tugas; 

c.  melaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan pendistribusian tugas pada bawahan dan unsur perangkat 

kecamatan sesuai bidang tugasnya; 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,perjalanan 

dinas,kepegawaian,laporan kinerja ketatausahaan, perlengkapan, 

kerumahtanggaan dan ketatalaksanaan; 

f.  melaksanakan penelitian dan membubuhi paraf koordinasi terhadap surat 

dan naskah dinas lain serta melegalisasi surat-surat; 

g.  mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 

h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai 

hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i.  melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 

j.  melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN  

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

perencanaan kegiatan dengan unit kerja lain dan melakukan kegiatan 

administrasi keuangan. 

2)  Uraian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan, sebagai berikut  

 a.  merumuskan konsep program kerja sub bagian program dan keuangan  

sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 

 b.  melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud   sinkronisasi  

pelaksanaan tugas; 

 c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan 

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas 

habis; 
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d. melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan   

pelaksanaan program 

 e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan laporan kinerja   

instansi pemerintah; 

 f. melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan bidang 

keuangan; 

 g. melakukan penyusunan anggaran dan laporan pelaksanaan anggaran  

rutin dan pembangunan; 

 h. melakukan kegiatan pembayaran gaji dan kegiatan bidang keuangna 

lainnya; 

  i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil  

kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 

 j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pemimpin 

sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

 k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 

i. melaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
 

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

kegiatanbidang rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, 

kerumaahtanggaan, kepegawaan dan ketatalaksanaan. 

2)  Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai  berikut  : 

a. merumuskan konsep program kerja sub bagian umum dan      

 kepegawaian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi                        

 pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi  

 dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; 

d. melakukan kegitan untuk menyiapkan dana menghimpun peraturaan   

 perundang-udangan bidang kepegawaian; 

e. melakukan kegiatan pengendalian surat-surat dinas, pengelolaan arsip, 

 tatanaskah, stampel dan legalisasi surat-surat, kebersian, perlengkapan, 

 dan kepegawaian; 
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f. melakukan kegiatan penyelenggaran rapat-rapat dianas, upacara dan  

 acara resmi lainnya; 

g.  melakukan kegiatan atministrasi pengelolaan inventaris kantor; 

h. melakukan kegiatan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji  

 berkala dan administrasi kepegawaian lainnya; 

i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil   

 kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 

j. menyampaikan laporan hasil pelaksanan tugas kepada pimpinan sesuai  

 hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan  

 tugas; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas   

 sebagai wujud pertanggungjawaban; 

l.  melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

5. SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM 

 1)  Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menopunyai tugas melakukan 

kegiatan bidang pemerintahan kecamatan dan bidang pelayanan umum. 

 2)  Uraian tugas Saksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, sebagai berikut : 

a.  merumuskan konsep program kerja seksi pemerintahan dan pelayanan  

umum sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan koordiansi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi  

pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusukan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai fungsi 

dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; 

d. melakukan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan 

administrasi kelurahan dan desa dibidang keuangan, pemerintahan   

umum, kependudukan, pencatatan sipil, sosial politik dan 

keagrariaansesuai dengan  peraturan perundang-undangan; 

e.  melakukan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan 

pelayanan umum dan merumuskan pedoman pemecahnnya; 

f.  melakukan kegiatan administrasi pajak dan retributsi berdasarkan 

laporan dari kelurahan dan desa; 

g. melakukan penyusunan bahan pembinaan pajak bumi dan bangunan, 

pajak daerah dan retribusi daerah secara koordinatif; 
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h. melakukan bimbingan dan pembinaan bidang pemerintahan dalam  

rangka penyiapan bahan lomba desa dan lomba yang lain; 

i. melakukan pembinaan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas dan  

sarana umum; 

 j.  mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil   

kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 

k.  meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpian sesuai 

hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan  

tugas; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggujawaban; 

 m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

 6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang 

bantuan sosial, agama, kepemudahan, kesehatan, pendidikan, 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keolahragaan. 

 2)  Uraian tugas Seksi Kesejahteraan sosial, sebagai berikut : 

 a. merumuskan konsep program kerja seksi kesejahteraan sosial sebagai   

pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 

 b. melaksanakan kooardinasi dengan unut kerja agar terwujud 

sinkronisasi    pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuia dengan 

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas 

habis; 

d. melakukan penyusunan bahan dan pelaksanakan pembinaan 

pelayanan dan bantuan sosial, agama, kepemudaan, kesehatan, 

pendidikan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan; 

e. melakukan inventaris permasalahaan bidang kesejahteraan sosial dan 

merumuskan pedoman pemecahannya; 

f. melakukan kegiatan pemberian rekomemdasi/ perjanjian dibidangnya 

sesuai tugas pokok; 

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

penanganan bantuan sosial dan bencana alam; 
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h. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 

i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpian 

sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas; 

 j.   melaksanakan  monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas  

sebagai wujud pertanggujawaban; 

 k.   melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

1)   Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan 

pembinaan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 

2)   Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut : 

a. merumuskan konsep program kerja seksi pemberdayaan masyarakat 

 dan desa sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan koordinasi dengan unit agar terwujud sinkronisasi 

 pelaksanaan  tugas; 

c.  mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuaidengan 

 fungsi  dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas 

habis; 

d. melakukan infentarisasi permasalahan bidang pemberdayaan 

 masyarakat dan desa dan merumuskan pedoman pemecahannya;   

e. melakukan kegiatan pembinaan terhadap LKMD dan 

 P2WKSS,UP2K,LPM; 

f. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkembangan perekonomian 

 Desa  dan Kelurahan berkaitan dengan dana bantuan dan ekonomi 

 lemah;  

g. melakukan penyiapan bahan pembinaan perekonomian,perbankkan, 

 perkreditan rakyat, perkoperasian, pertenakan, pertanian, perkebunan, 

 perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil  

 produksi; 

h. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil 

 kerja  bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
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i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpian sesuai 

 hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan 

 tugas; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas   

 sebagai wujud pertanggujawaban; 

k.  melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

8. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok 

melakukan kegiatan dan pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban 

umum. 

2)  Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai berikut : 

a. merumuskan konsep program kerja seksi ketentraman dan ketertiban 

 umum sebagai pedoman dan acuan pelaksnaan tugas; 

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi 

 pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan 

 fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; 

d. melakukan penyusunan pedoman teknis dan pembinaan ketentraman 

 dan ketertiban umum; 

e. melakukan kegiatan pembinaan terhadap anggota polisi pramong praja; 

f.  melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan evaluasi kerja; 

g. melakukan infentarisasi permasalahan bidang ketentraman dan 

 ketertiban umum dan merumuskan pedoman pemecahannya; 

h.  melakukan kegiatan pengamanan kantor dan patroli wilayah; 

i.  melakukan kegiatan pembinaan dan penertiban terhadap pedagang kaki 

 lima bersama instansi terkait; 

j.  memberikan rekomendasi perijinan sesuai bidang tugasnya; 

k.  melakukan kegiatan penanggulangan bencana alam bersama instansi 

 terkait; 

 l. melakukan pembinaan terhadap kegiatan perlindungan masyarakat 
 (Linmas) bersama intansi terkait; 

m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil 

 kerja bawahan untuk mengacu prestasi kerja; 
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n. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpian sesuai 

 hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

 tugas; 

o.  melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

 sebagai wujud pertanggungjawaban; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang 

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah 

Kabupaten Brebes, organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Wanasari terdiri 

dari : 

1. Camat 

2. Kepala Sekretariat / Sekretaris Camat , 

 Dibantu oleh 2 pejabat struktural : 

a. Kasubag Program dan Keuangan 

b. Kasubag Umum dan Kepegawaian  

3. Kepala Seksi-Seksi Kecamatan : 

a. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 

b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

c. Kasi Kesejahteraan Sosial 

d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 

4. Unsur Staf 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Adapun struktur Organisasi Kecamatan Wanasari dalam kami sajikan dalam 

bagan sebagai berikut : 
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2.2  Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam pencapaian 

kinerja . Adapun jumlah SDM di kantor Kecamatan Wanasari adalah 20 

dengan rincian sebagai berikut : 

1.  Berdasarkan Jabatan 

Tabel : 2.2.1.1  

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Wanasari 

Berdasarkan Jabatan Tahun 2022 

No Nama Jabatan 

1 NURUDDIN,SH CAMAT 

2 Drs. TRI HANTO GUNAWAN,M.Si SEKCAM 

3 SLAMET WIBOWO,S.IP KASI PEMERINTAHAN & YANUM 

4 DEDI SETIAWANDI,S IP KASI KESOS 

5 JUDI EKO PRAMONO,A.Md KASI PMD 

6 LILI SETIYARTO,SE KASI TRANTIB 

7 WALID KASUBAG PROGRAM & KEU 

8 YENI SUSANTI,S.IP KASUBAG UMUM & Kepeg 

9 SLAMET Staf 

10 ARIETA SETYORINI Staf 

11 CASRONI Staf 

12 ABDUL WAHID Staf 

13 WIYANDI,S.Pd Staf 

14 AHMAD MUHENI,SH Staf 

15 SITI MAEMUNAH,S.Sos Staf 

16 JANURI Staf 

17 SITI KHOTIMAH Staf 

18 IMAM WINOTO Staf 

19 AGUNG HERNOWO, A.Md Staf 

20 YAKUT RIZKI KARIMAH,A.Md.Ak Staf 

21 AGUS WIDIYANTO, S.Kom Staf/THL 

22 WIWIT PUTRI WULANDARI Staf/THL 

23 INTAN PURNAMASARI,S.KOM Staf/THL 
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24 RISTIYA RATNANING.P.S.Pi Staf/THL 

25 IMROATUN MUFIDAH,A.Md.Keb Staf/THL 

26 AMIN SUKARDI Staf/THL 

27 IMAM SANTOSO Staf/THL 

28 IKHSAN BUDIMAN Staf/THL 

29 HERMAN SULISTIYO Staf/THL 

30 YULI PURYATI,SH Staf/THL 

31 IVA ZAHRA,SE Staf/THL 

32 RAFIF WILDAN Staf/THL 

33 AGUS SULISTIYANTO Staf/THL 

34 TAKWA SARIFUDIN Staf/THL 

35 IMAM BUKHORI Staf/THL 

 

2.  Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang 

Dari 20 ( Dua puluh ) orang PNS/Pegawai di Kecamatan Wanasari 

dengan komposisi berdasarkan pangkat / golongan ruang sebagai 

berikut : 

Tabel : 2.2.1.2 

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Wanasari 

Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2022 

No Pangkat Gol/Ruang Jumlah Pegawai 

1 Pembina Tk.I IV / b 1 

2 Pembina IV/a 1 

2 Penata Tk I III/d 2 

3 Penata III/c 3 

4 Penata Muda Tk I III/b 4 

5 Penata Muda III/a 2 

6 Pengatur Tk.I II/d 4 

7 Pengatur  II/c 3 

8 Pengatur Muda Tk I II/b - 

9 Pengatur Muda II/a - 

10 PTT/THL - 15 

 Jumlah  35 
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3.  Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Jumlah Pegawai dilihat dari sisi Pendidikan adalah sebagai berikut : 

Tabel : 2.2.1.3 

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Wanasari 

Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2022 

No Pendidikan Gol/Ruang Jumlah 

1 S2 1 1 

2 S1 13 13 

3 D3 4 4 

4 SMA 17 17 

5 SMP - - 

 Jumlah 35 35 

 

2.2.2  Sumber Daya Pendukung ( Aset / Modal ) 

Inventaris barang/aset pada Kantor Kecamatan Wanasari adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel : 2.2.2.1 

Inventarisasi Barang Kantor Kecamatan Wanasari 

Tahun 2022 

No Nama Barang Jumlah Jumlah Harga  

1 Tanah 2 lokal, 14.440m 219.495.000 

2 Alat Angkut  1 unit + 11 unit 338.841.400 

3 Alat Kantor & RT 109 buah 516.079.585 

4 Alat Studio & Kmunikasi 11 unit 46.315.000 

5 Gedung dan Bangunan 6 buah 2.630.434.490 

6 Jaringan jalan jembatan  - - 

7 Aset tetap lainnya 2 buah                        - 

 Jumlah  3.751.165.475 
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2.3  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3.1  Sasaran dan Target Renstra Sebelumnya 

            Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman 

untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. 

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan 

pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui 

permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.  

            Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Wanasari  

berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai 

Kepmenpan No 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon 

III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan 

indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja 

Kantor Camat Wanasari disusun dibatasi dengan menggunakan 

indikator keluaran. 

Adapun kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Wanasari 

Belanja Langsung dari Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat seperti : 

Tabel : 2.3.1 

Belanja Langsung Pelaksanaan Anggaran 

Kantor Kecamatan Wanasari Tahun 2018-2022 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Tahun Anggaran Realisasi % 

1 2018 1.011.206.000 923.824.139 91,35 

2 2019 1.041.606.000 998.041.409 95,87 

3 2020    704.893.000 644.270.175 91,39 

4 2021    895.379.278 840.228.267 93,84 

5 2022    680.000.000 - - 
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Tabel : 2.3.2 

Belanja Tidak  Langsung Pelaksanaan Anggaran 

Kantor Kecamatan Wanasari Tahun 2018-2022 

 

No Tahun Anggaran Realisasi % 

1 2018 2.360.997.000 2.081.446.655 88,15 

2 2019 1.746.031.000 1.766.993.678 97,63 

3 2020 1.638.381.000 1.499.141.850 91,61 

4 2021 1.777.900.709 1.702.903.917 95,78 

5 2022 2.096.277.000   

 

 

 

Tabel 2.3.3 

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah OPD 

Kantor Kecamatan Wanasari Tahun 2017-2022 

 

--------------------------terlampir…………………………. 

 

 

 

Dari tabel 2.3.1 dan 2.3.2 terlihat bahwa pencapaian kinerja Kantor 

Kecamatan Wanasari dari tahun 2018 – 2022 termasuk dalam kategori 

Baik , karena rata penyerapan anggaran diatas 85 %.  

 

 

 

 

 

 

 



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 268.377.000              318.757.500            416.195.000            284.208.880               229.583.775        274.370.390           392.991.829             270.693.696         

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                       43.200.000                  44.400.000                  44.688.000                 44.601.700                37.485.518                 38.318.635                42.721.729               39.136.246 87% 86% 96% 88%

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 82.500.000                                    139.370.000                217.316.000               194.964.000 60.140.000                            105.040.000              201.170.000             194.198.950 73% 0% 93% 100%

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor                       12.160.000                  13.370.000                    5.000.000                      701.630                10.296.000                 11.825.000                  4.859.000                    568.000 85% 88% 97% 81%

4 Penyediaan alat tulis kantor                       21.000.000                  22.000.000                  23.000.000                 12.019.990                20.957.500                 21.998.500                22.814.500               11.403.000 100% 100% 99% 95%

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         7.810.000                    6.000.000                    7.635.000                   1.439.280                  7.809.900                   5.599.400                  7.583.600                 1.439.000 100% 93% 99% 100%

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                         3.000.000                    4.250.000                    3.600.000                      780.350                  2.993.000                   4.148.000                  3.599.500                    690.000 100% 98% 100% 88%

7 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                       -   -                                 -                                                              -                                     -   -                              -                             0% 0% 0%

8 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga                                       -   -                                 -                                 -                                                              -   -                               -                              -                             ) % 0% 0% 0%

9 Penyediaan makanan dan minuman                       36.465.000                  27.257.500                  30.644.000                 10.947.500                35.867.340                 27.190.855                30.370.300               10.883.500 98% 100% 99% 99%

10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                       14.842.000                  13.260.000                  25.012.000                   7.704.430                  7.159.517                 11.700.000                20.648.200                 2.700.000 48% 88% 83% 35%

11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                       47.400.000                  48.850.000                  59.300.000                 11.050.000                46.875.000                 48.550.000                59.225.000                 9.675.000 99% 99% 100% 88%

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 461.538.000              432.194.500            270.160.000            70.183.710             451.673.226        424.718.749           263.639.580          69.243.779           98% 98% 98% 99%

1 Pembangunan Rumah Dinas 197.600.000                   -                                 -                                 -                               194.635.000            -                               -                              -                             0% 0% 0% 0%

2 Pembangunan Gedung Kantor 200.000.000                                  350.000.000                150.000.000 -                               196.894.000                          345.133.000              149.829.000 -                             98% 0% 100% 0%

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14.560.000                                      48.400.000                  76.300.000                 54.328.320 14.150.000                              48.150.000                76.170.000               53.550.000 97% 99% #REF! 99%

4 Pengadaan Meubelair 15.000.000                     -                                 -                                 -                               13.125.000              -                              88% 0% 0% 0%

5 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas                                       -   -                                 -                                 -                                                              -   -                               -                              -                             0% 0% 0% 0%

6 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor                         7.000.000                    8.085.000                    8.000.000 -                                                6.860.000                   8.060.000                  7.975.000 -                             98% 100% 0% 0%

7 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan                       10.050.000                    6.248.000                  13.000.000                 11.672.830                10.004.052                   6.124.125                12.624.187               11.669.205 100% 98% 97% 100%

8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional                       10.578.000                  11.461.500                  14.160.000          2.782.560                  9.565.174                   9.316.624                  9.471.393                 2.624.574 90% 81% 67% 94%

9 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor                         3.800.000                    5.000.000                    5.700.000          1.400.000                  3.490.000                   4.985.000                  4.570.000                 1.400.000 92% 100% 80% 100%

10 Pemeliharaan rutin / berkala meubelair                         2.950.000                    3.000.000                    3.000.000                  2.950.000                   2.950.000                  3.000.000 -                             100% 98% 100% 0%

11 Penataan lingkungan kantor                                       -   -                                 -                                 -                                                              -   -                               -                              -                             0% 0% 0% 0%

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 13.230.000                     10.800.000                   9.900.000                     -                               12.420.000              7.200.000                   9.900.000                  -                             0% 0% 0% 0%

1 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 13.230.000                     10.800.000                                      9.900.000 -                               12.420.000                                7.200.000                  9.900.000 -                             0% 0% 0% 0%

IV PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM 143.215.000                   249.454.000                345.351.000                350.500.410               122.927.500            217.535.000               331.510.000             304.332.700             86% 87% 96% 87%

1 Kegiatan penyelenggaraan Musrenbang 25.100.000                                      25.730.000 - -                               25.055.000                              25.170.000 -                              -                             100% 98% 0% 0%

2 Kegiatan penyelenggaraan pasar murah -                                   -                                 - -                               -                            -                               -                              -                             0% 0% 0% 0%

3 Kegiatan Pemantauan Bantuan Desa 17.100.000                                      20.900.000 - -                               17.100.000                              20.150.000 -                              -                             100% 96% 0% 0%

4 Kegiatan Fasilitasi Penarikan tunggakan raskin 17.100.000                                      15.200.000 - -                               16.800.000                              14.700.000 -                              -                             98% 97% 0% 0%

5 Kegiatan Desk Pemilihan Kepala Desa 14.625.000                                                       - - -                               8.925.000                -                               -                              -                             0% 0% 0% 0%

6 Kegiatan Desk Pilkada / Pileg / Pilpres -                                                    59.900.000 - -                               -                                            59.400.000 -                              -                             0% 99% 0% 0%

7 Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) 25.200.000                                      31.460.000 - -                               18.900.000                              25.740.000 -                              -                             0% 0% 0% 0%

8 Monitoring dan evaluasi Kegiatan 6.000.000                                        11.250.000 -                                   -   6.000.000                                  9.000.000 -                                                               -   100% 80% 0% 0%

9 Peningkatan Pengamanan dan Ketertiban Umum 30.390.000                                      31.985.000 - -                               22.477.500                              29.370.000 -                              -                             74% 92% 0% 0%

10 Lomba Desa -                                                    40.129.000 -                               -                                            21.855.000 -                              -                             0% 0% 0% 0%

11 Koordinasi Peningkatan IPM 7.700.000                                        12.900.000 -                                 -                               7.670.000                                12.150.000 -                              -                             100% 94% 0% 0%

12 Kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum                198.320.000                 42.340.680              195.350.000               41.582.000 99% 98%

13 Kesejahteraan Sosial                  28.455.000               237.875.000                28.420.000             194.033.600 100% 82%

14 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                  74.176.000                 33.599.730                71.510.000               32.032.100 96% 95%

15 Ketentraman dan ketertiban                  44.400.000                 36.685.000                36.230.000               36.685.000 82% 100%

V PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
-                                   -                                 -                                 -                               -                            -                               -                              -                             

Pendampingan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) (Bantuan Gubernur)                                       -                                       -                                       -                                     -                                  -                                     -                                    -                                    -   

VI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN -                                   -                                 -                                 -                               -                            -                               -                             

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Pedesaan -                                   -                                 -                                 -                               -                            -                               -                             

1.041.606.000         704.893.000           998.041.409          644.270.175         

Rata-rata Pertumbuhan 

TABEL T.C 23  ( TABEL 2.3 )

Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah

Kantor Kecamatn Wanasari  ( 2017-2022 )

NO PROGRAM KEGIATAN
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.562.773.467            2.636.257.000          2.442.180.624          

1..1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.777.900.709            2.096.277.000          1.702.903.917          96     

1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.777.900.709            2.096.277.000          1.702.903.917          96     

1.2 Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.300.000                   6.930.000                 6.300.000                 100   

1.2.1 Pengadaan pakian dinas beserta atributnya 6.300.000                   6.930.000                 6.300.000                 100   

1.3 Administrasi Umum Pranhkat Daerah 115.569.858               126.437.800             102.574.701             89     

1.3.1 Penyediaan komponen ninstalasi listrik/pen bang.kantor 416.000                      38.200                      415.000                    100   

1.3.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17.087.298                 19.304.300               14.658.500               86     

1.3.3 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.951.000                   3.741.300                 3.378.000                 85     

1.3.4 Penyediaan bahan logistik kantor 75.020.000                 81.532.000               74.908.000               100   

1.3.5 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 6.155.560                   4.980.000                 5.499.700                 89     

1.3.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12.940.000                 16.842.000               3.715.501                 29     

1.4. Penyediaan barang milik daerahurusan pemt daerah 14.224.700                 50.142.600               12.643.000               89     

1.4.1 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 14.224.700                 50.142.600               12.643.000               89     

1.5. Penyediaan jasa penunjanga urusan pemda 308.240.000               317.890.000             283.537.762             92     

1.5.1 Penyediaan jasa komunikasi sumber dyaa air listrik 47.880.000                 47.880.000               35.468.119               74     

1.5.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 260.360.000               270.010.000             248.069.643             95     

1.6Pemeliharaan barang milik daerah 340.538.200               38.579.600               334.221.244             98     

1.6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dina soperasional 27.920.000                 24.676.000               26.478.244               95     

1.6.2 Pemeliharaan mebel 2.331.000                   3.004.000                 2.285.000                 98     

1.6.3 Pemelihararn peralatan dan mesn lainnya 6.500.000                5.631.000              6.300.000                 97    

1.6.4.Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor/bangunan lainnya 303.787.200            5.268.600              299.158.000             98    

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK -                           21.300.000            -                        

2..1 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemet di tk. Kec -                              12.000.000               -                            -    

2.1.1 Koordinasi /sinergiperencanaan dan pelaksanaan keg -                              9.300.000                 -                       -                            -    

pemerintahan dg perangkat daerah dan instnsi vretikal

2.2 Pelaksanaan urusan pemeriintahan yang dilimpahkan -                              

kepada camat

2.2.1 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan 12.000.000               

Nonperijinan

3. PROGRAM  PEMBERDAYAAAN MSYARAKAT DESA

KELURAHAN 30.006.520                 27.870.000               21.962.100               73     

3.1 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 30.006.520                 27.870.000               21.962.100               

3.1.1 Peningkatanpartisipasi masyarakat dalam forum musrenbang 30.006.520                 17.520.000               21.962.100               73     

3.1.2 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat -                              10.350.000               -                            -    

di wilayah kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETETNTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 25.000.000                 16.200.000               25.000.000               100   

4.1 Koordinasi penerapan dan penegakan qanum dan 

peraturan Kepala Daerah 25.000.000                 16.200.000               25.000.000               100   

4.1.1 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas 25.000.000                 16.200.000               25.000.000               100   

dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangan

dan atau KNRI

PROGRAM PEMBINAAN DNA PENGAWASAN PEMERINTAHAN 55.500.000              74.650.000            53.989.460            97    

DESA

5.1 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan 55.500.000                 74.650.000               53.989.460               97     

pengawasan pemerintahan desa

5.1.1 Fasilitasi pengelolaaan keuangan desa dan 2.700.000                   24.000.000               2.580.000                 96     

pendayagunaan aset desa

5.1..2 Fasiltasi Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa -                              16.650.000               -                            

5.1.3. Fasilitasi inkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah -                              12.000.000               -                            

dengan Pembangunan Desa

5.1.4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan 52.800.000                 22.000.000               51.409.460               97     

pemberdayaan masyarakat desa

JUMLAH 886.360.000          1.011.206.000         1.041.606.000        704.893.000          2.673.279.987         2.776.277.000          816.604.501        923.824.139          998.041.409         644.270.175         2.543.132.184          95    

CAMAT WANASARI

NIP. 10600817 199803 1 017

NURUDDIN, SH

Pembina Tk. I

I

4

5

Wanasari,       Maret  2022

HP-KecWanasari
Draft

HP-KecWanasari
Draft
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan   Perangkat Daerah 

 2.4.1. Analisis Lingkungan Internal 

 1. Faktor Kekuatan (strong) 

  a. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 

2016 tentang  tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan 

Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat daerah Kabupaten 

Brebes ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas 

pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab 

seluruh komponen / aparat Kantor Camat Wanasari. 

  b. Struktur organisasi pada Camat Wanasari  telah terisi oleh 

pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi 

Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai. 

  c. Aparat Kantor Camat bekerja secara profesional, memiliki  

integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi. 

  d. Pola kerja di Kantor Camat Wanasari  yang sistematik dan 

terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, 

dan efektif. 

  e. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan 

para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang 

kondusif dan nyaman. 

 2. Faktor Kelemahan (weakness) 

  a. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 
–program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen– 
dokumen perencanaan. 

  b. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang 
diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa 
perencanaan pembangunan. 

  c. Aparat Kantor Camat ketrampilan keahlian dalam penguasaan 
tekhnologi,perlu ditingkatkan lagi dan ada beberapa staf dan kasi 
yang akan memasuki usia pensiun. 

  d. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial. 
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 2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal 

 1. Faktor Peluang (Opportunity) 

  a. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan 

berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang 

berpatisipatif di Kecamatan  Wanasari 

  b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan 

berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan.  

  c. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan 

para  pemangku kepentingan (stakeholders).  

 

 2. Faktor Ancaman (Threat) 

  a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai 

kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal 

tersebut harus ditampung dan diperhatikan. 

  b. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok 

masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses 

perencanaan pembangunan parsitipatif. 

  c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat 

yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari 

masyarakat di Kecamatan Wanasari 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan    

Perangkat Daerah 

  Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , melaksanakan 

tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan 

oleh bupati kepada camat yang harus dipikul , sampai saat ini terdapat 

permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan 

penanganan. Isu tersebut antara lain : 

 1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi   

pelayanan  masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas; 

 2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah 

kecamatan dan  pemerintah kabupaten masih belum berjalan 

sesuai seharusnya, sehingga  masih sering terjadi ketidak pastian 

kewenangan; 

 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan guna 

teruwjudnya pelayanan yang mudah , cepat , tepat dan murah. 

 Kondisi Yang Diinginkan  

 1. Tercukupinya Sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung 

oleh  diklat-diklat yang menunjang profesionalisme bagi PNS; 

 2. Terlaksananya koordinasi yang baik antar Kepala seksi, dan antar  

UPTD sehingga dapat meningkatkan kinerja sbb : 

  a. Proses dengan jadwal yang telah dan mekanisme perencanaan 

pembangunan berjalan tepat waktu sesuai ditetapkan; 

  b. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang 

digunakan dalam perencanaan pembangunan secara 

komprehensif dan berkelanjutan; 

  c. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat 

terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat 

mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif 

kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 

  d. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas 

kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam 

perencanaan pembangunan 
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3.2 Telaah Visi, Misi & Program Rencana Pembangunan Daerah Tahun 

2023-2026 

 Berdasarkan   Rencana  Pembangunan   Daerah ( RPD ) Kabupaten 

Brebes  Tahun 2023 – 2026, visi Pemerintah Kabupaten Brebes  adalah  

““Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera “ Visi tersebut diatas adalah 

visi dari Rencana Pembangunan Daerah yang harus diproyeksikan dan 

diimplementasikan oleh segenap Perangkat Daerah yang ada di 

Kabupaten Brebes termasuk Kantor Kecamatan Wanasari. 

Visi tersebut merupakan cita cita ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah 

Kabupaten Brebes dalam kurun empat tahun ke depan. Makna filosofi dari 

visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Brebes. Brebes diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah 

otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Daerah otonom menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan 

kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki. 

Madani. Madani adalah masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak 

mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi. Madani juga terkait 

dengan adanya pengakuan atas keragaman atau pluralisme dalam 

masyarakat. Perilaku masyarakat madani dalam menghadapi berbagai 

permasalahan baik selalu dihadapi dengan sopan santun dan 

berperadaban serta mencari jalan keluar dengan bermusyawarah untuk 

mufakat. Madani menghendaki sikap non diskriminasi dalam berbagai 

bidang pembangunan sehingga memberikan hak, kemampuan dan 

kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya 

untuk terlibat dalam pembangunan. Beberapa indikator yang dapat 

digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi madani adalah 

terpeliharanya eksistensi agama ataupun ajaran-ajaran yang ada dalam 

masyarakat; terpelihara dan terjaminnya keamanan dan ketertiban serta 

keselamatan; tegaknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat; 

terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan 
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penuh silaturrahmi dan tenggang rasa; terbangunnya kondisi daerah yang 

demokratis, santun, beradab serta bermoral tinggi; terbangunnya 

profesionalisme aparatur yang tinggi untukRPD Kabupaten Brebes Tahun 

2023-2026 | V – 2 mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, 

berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan 

daerah. 

Maju. Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah 

senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa 

depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber 

daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, 

profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan 

pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya 

namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. 

Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya 

kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian 

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia 

berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; 

terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan 

dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkuranya 

kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; 

optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-

sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan 

meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas 

daerah. 

Sejahtera. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran 

suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi 

(materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar 

masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. 

Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya 

kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskankeunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi 

yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan 

perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya 
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infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya 

kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak social masyarakat atas 

akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan 

Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil 

berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; 

tingginya peranan perempuan dalam pembangunan. Selanjutnya dalam 

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten 

Brebes Tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi 

pembangunan daerah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. 

Makin kuatnya karakter masyarakat yang berbasis pada agama dan 

nilai-nilai budaya, sehingga menjadi manusia yang beriman, bertaqwa 

kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bermoral, beretika berdasarkan 

pada falsafah Pancasila, yang akhirnya mampu berpikir, bersikap, dan 

bertindak sebagai manusia yang tangguh, kompetitif, berbudi luhur, 

bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, menjunjung nilai-nilai 

luhur budaya bangsa, mengedepankan kearifan lokal, dan selalu  

berkembang secara dinamis.RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026  

2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya  manusia. 

Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan 

dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, meratanya kesempatan 

memperoleh pendidikan yang layak; baiknya derajat kesehatan 

masyarakat didukung kemudahan akses, pemerataan dan mutu 

pelayanan kesehatan; menguatnya sumber dayamanusia dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang; 

meningkatnya daya saing sumber daya manusia pada kompetisi 

nasional dan global; berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang 

masalah kesejahteraan sosial; tercapainya penduduk tumbuh seimbang; 

meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan; berkurangnya 

tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin; 

meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam 

melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan 

mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang 
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didukung oleh penegakan HAM. 

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif. 

Makin meningkatnya nilai dan etika aparatur pemerintah; meningkatnya 

kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan; meningkatnya 

profesionalisme aparatur daerah;meningkatnya kualitas pelayanan 

publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yangberorientasi pada 

terciptanya kepuasan masyarakat; berkembangnya sistem dan iklim 

demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik; meningkatnya 

kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan 

daerah; kuatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi 

tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah; 

meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntung dengan 

berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; 

meningkatnya komitmen, dukungan, dan partisipasi stakeholders dalam 

mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan 

pelayanan umum. 

4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing 

berbasis pada potensi keunggulan lokal.  

Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada 

peningkatan pendapatan perkapita penduduk; membaiknya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal hingga 

mampu menghasilkan komoditi berkualitasyang berdaya saing global 

dan menjadi motor penggerak perekonomian; meningkatnya kualitas 

dan kuantitas pelayanan publik; meningkatnya ketersediaan kebutuhan 

pokok berbasis pada ketahanan pangan; optimalnya pemanfaatan aset 

dan produkdaerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber 

kekayaan daerah;meningkatnya kemampuan daerah dan masyarakat 

(termasuk pengusaha) dalampenyediaan lapangan kerja. 

5. Mewujudkan peningkatkan dan pemerataan pembangunan prasarana 

dan sarana daerah. 

Makin meningkatnya pembangunan dan pemantapan jaringan 

infrastruktur atau prasarana sarana wilayah yang andal; meningkatnya 

aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung 
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berkembangnya aktivitas produksi; terbukanya isolasi daerah hingga 

terbentuknya pusat atau kawasan pertumbuhan baru; terpenuhinya 

RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 | V – 4 kebutuhan 

perumahan rakyat layak huni dilengkapi dengan berbagai fasilitas 

pendukungnya; terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan 

saranapelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan. 

6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang 

memperhatikan  

Makin meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.pengelolaan sumber 

daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup; 

peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

yang ramah lingkungan; peningkatan kepedulian dan partisipasi 

stakeholders pada upaya pengurangan laju pemanasan global; 

meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan 

kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya 

saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, 

sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya 

alam dan lingkungan, serta mengurangi resiko bencana alam.Dalam 

pencapaian sasaran-sasaran pokok tahapan keempat pembangunan 

jangka panjang daerah di Kabupaten Brebes pencapaian sasaran pokok 

diarahkan kepada berikut : 

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, di 

tandai dengan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pemantapan kualitas penghayatan dan pengamalan nilai-nilai 

keagamaanserta toleransi antar umat beragama dalam rangka 

menciptakan suasanayang kondusif di dalam membangun moral 

dan etika di dalam kehidupan masyarakat. 

b. Pemantapan kehidupan sosial politik sehingga tercipta 

kesadaran masyarakat didalam kehidupan sosial dan politik. 

c. Pemantapan kualitas aparatur dan kelembagaan hukum dalam 

rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan 

penegakan hokum sehingga tercipta kepastian hukum di daerah. 

d. Pementapan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif 
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yang bersifat antisipatif dan preventif. 

2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, di tandai 

dengan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pemantapan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah 

yang didukung dengan sarana prasarana pendidikan yang 

memadahi serta tenaga pendidik dan administrasi yang 

profesional didalam melayanaimasyarakat. 

b. Pemantapan derajat kesehatan jasmani dan rohani masyarakat 

dengan menurunkan angka kematian ibu dan anak, jumlah 

penyakit menular dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. 

c. Pemantapan kualitas sikap, prilaku pemuda yang beriman, 

mandiri,inovatif dan kreatif serta berpartisipasi di dalam 

pembangunan.  

d.  Pemantapan budaya olagraga dimasyarakat serta meningkatkan 

prestasi olahraga di dearah. RPD Kabupaten Brebes Tahun 

2023-2026  

e. Pemantapan kualitas sistem administrasi kependudukan 

sehingga tercapai data kependudukan yang valid dan dapat 

diandalkan. 

f. Pemantapan emansispasi wanita didalam segala sendi 

kehidupanmasyarakat serta memperlindungan terhadap anak-

anak dari tindakkejahatan dan eksploitasi tenaga kerja anak-

anak 

g. Pemantapan laju pengendalian laju pertumbuhan penduduk 

sehingga tercapati pertumbuhan penduduk yang ideal serta 

keluarga berencanayang sejahtera. 

h. Pemantapan pengentasan dan resosialisasi PMKS menjadi 

masyarakatyang mandiri dan sejahtera. 

i. Pemantapan karakter masyarakat yang berbudaya dan tangguh 

yang tetapberpegang pada nilai-nilai budaya lokal yang 

merupakan budaya yangluhur. 

j. Pemantapan peran perputakaan sebagai sarana rekrasi, 

pembelajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan bagi 
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masyarakat. 

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan 

partisipatif, di tandai dengan hal-hal sebagai berikut : 

a. 6Pemantapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

yang terintegrasi antar waktu jangka pendek sampai dengan 

jangka panjang maupun terintegrasi antar daerah provinsi 

sampai dengan pusat sertamemperhatikan seluruh aspirasi 

masyarakat dan dinamika politik lokal. 

b. Pemantapan pelayanan komunikasi dan informasi sehingga 

dapat mendorong peningkatan pertumbuhan pembangunan 

terutama melalui pembangunan jaringan e gov yang efektif dan 

efisien. 

c. .Pemantapan konsistensi pelaksanaan kebijakan pemerintah 

daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga 

menjadikan Kabupaten Brebes yang mandiri.d.  

d. mantapan manajemen aset daerah sehingga dapat 

mendorongpeningkatan pendapatan asli daerah sehingga 

menjadikan Kab. Brebes yang mandiri. 

e. Pamantapan organisasi birokrasi yang efektif dan efisien 

sehingga dapat memberkan pelayanan kepada masyarakat 

secara maksimal. 

f. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan 

efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui 

peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi 

dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

melalui pembentukan aparatur pemerintah daerah yang 

profesional. 

g. Pemantapan kinerja bidang pengawasan pembangunan 

sehinggameningkatkan efisiensi pembangunan serta mencegah 

terjadinya KKN didalam pembangunan daerah. 

h. Pemantapan aplikasi hasil kajian strategis dan teknologi tepat 

guna yang mampu memecahkan permasalaha-permasalahan 

pokok di daerah. 
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i. Pemantapan kualitas pusat data daerah sehingga tersedia data 

yang validdan up to date sehingga dapat mendukung 

pengambilan kebijakan pemerintah di dalam pembangunan. 

j. Pemantapan peran strategis kearsipan di dalam rangka 

menunjang pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah. 

4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing 

berbasis pada potensi keunggulan lokal, di tandai dengan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Pemantapan struktur perekonomian daerah yang makin kokoh 

dan maju dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas, mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di 

pasar global. 

b. Pemantapan dan peningkatan investasi yang masuk dan 

ditanam di Kabupaten Brebes. 

c. Pemantapan peningkatan peran Koperasi dan UKM dalam 

menyokong pertumbuhan perekonomian daerah, melalui 

kelembagaan yang modern serta sumber daya manusia yang 

profesional. 

d. Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana 

prasarana pendukung sektor pertanian yang mampu bersaing di 

pasar global. 

e. Pemantapan pembangunan agroindustri yang handal dan 

pemasaran yang efisien pada komoditas agrobisnis sektor 

pertanian. 

f. Pemantapan langkah monitoring dan evaluasi terhadap kinerja 

aktivitas ekonomi dan menuju pasar global. 

g. Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk 

perikanan dan kelautan daerah di pasar lokal, nasional maupun 

internasional. 

h. Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk 

perkebunan dan kehutanan di pasar lokal, nasional maupun 

internasional. 

i. Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk 
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industry daerah di pasar lokal, nasional maupun internasional; 

dan Pemantapankualitas produk, kelembagaan dan sarana 

prasarana pendukung sector perindustrian yang mampu 

bersaing di pasar global. 

j. Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk 

pariwisata daerah di pasar lokal, nasional maupun internasional. 

k. Pemantapan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif 

melaluiupaya pengembangan sarana dan prasarana 

perdagangan yang berwawasan global. 

l. Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana 

prasarana pendukung sektor perdagangan yang mampu 

bersaing di pasar global. 

m. Pemantapan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan 

sektor riil dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sehingga mendukung kemandirian daerah. 

5. Mewujudkan peningkatkan dan pemerataan pembangunan    

prasarana dan sarana daerah, di tandai dengan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan 

dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal 

yang handal. 

b. Pengembangan swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas 

lingkungan permukiman sehat, didukung peningkatan kualitas 

pengelolaan sarana prasarana perumahan dan permukiman, dengan 

tetap memberikan kemudahan bagi akses kepemilikan rumah bagi 

Rumah Tangga Miskin. 

c. Pemantapan kerjasama antar sub wilayah dalam rangka sinkronisasi 

Ddpembangunan daerah sehingga tercipta sinergi pembangunan 

daerah. 

d. Pemantapan antisipasi sistem dan prosedur penanganan dan 

penanggulangan bencana alam. 

e. Pemantapan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi, 

guna mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, 

dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar 
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perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup 

dan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya konservasi sumber-

sumber air, pendayagunaan (irigasi, air minum, drainase, industri, 

lalulintas air) danpengendalian daya rusak air (banjir dan 

kekeringan). 

6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, di tandai dengan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Pemantapan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan 

hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga 

keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan. 

b. Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya 

tampung dan daya dukung lingkungan didukung pemantapan sistem 

pengurangan resiko bencana alam. 

c. Pemantapan kerjasama antar sub wilayah dalam rangka sinkronisasi 

pembangunan daerah sehingga tercipta sinergi pembangunan 

daerah. 

d. Pemantapan kerjasama antar sub wilayah dalam rangka sinkronisasi 

pembangunan daerah sehingga tercipta sinergi pembangunan 

daerah dengan berbasiskan kondisi lingkungan yang baik. 

e. Pemantapan pembangunan di semua wilayah berdasar RTRW 

sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan di 

semua wilayah. 

f. Pemantapan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi, 

guna mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, 

dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar, dalam 

rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat,melalui upaya konservasi sumber-sumber air, 

pendayagunaan (irigasi, air minum, drainase, industri, lalulintas air) 

dan pengendalian daya rusak air (banjir dan kekeringan). 

g. Pemantapan pengkayaan sumber daya genetis berbasis masyarakat 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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h. Pemantapan ketersediaan energi alternatif dan ketenagalistrikan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

i. Pemantapan sistem pelayanan administrasi pertanahan dan serta 

pengembangan manajemen pertanahan berbasis masyarakat. 

 

 

Faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut :  

a. Pendorong  

1. Struktur organisasi pada Kantor Kecamatan Wanasari telah 

terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – 

tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang 

cukup memadai.  

2. Aparat Kantor Kecamatan Wanasari bekerja secara 

profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang 

tinggi.  

3. Pola kerja di Kantor  Kecamatan Wanasari yang sistematik 

dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, 

efisien, dan efektif. 

4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan 

dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja 

yang kondusif dan nyaman.  
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b. Penghambat  

1. Kurangnya petugas perencanaan yang mendapatkan 

pelatihan sebagai tenaga Perencanaan yang diharapkan 

dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan;  

2. Sarana prasarana kantor belum terpenuhi secara 

keseluruhan; 

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan social; 

4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang 

diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa 

perencanaan pembangunan; 

5. Kurangnya Peta potensi daerah sebagai sasaran pelatatihan 

guna mendorong potensi daerah agar lebih maju dan 

berkembang. 

 

 

3.3 Telaah Rencana Strategis  Kementrian/Lembaga dan Rencana 

StrategisProvinsi/Kabupaten/Kota rencana Strategis K/L dan 

Rencana Strategis PERANGKAT DAERAH Provinsi Jawa Tengah 

dan Kabupaten Brebes 

  

 Menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Wanasari dalam 

menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja 

Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

ke depan. Kementerian/Lembaga serta Perangkat Daerah Provinsi 

dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Wanasari dalam 

penyusunan Rencana Startegis tentunya merupakan 

Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten 

yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai 

kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan.  
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

   

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada kantor camat 

Wanasari  ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :  

1. Petugas belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan 

 yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan; 

2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

 pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.  

3. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang 

 diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa 

 perencanaan pembangunan.  
 

3.5  Penentuan Isu-Isu Strategis  

                

 Penentuan Isu isu staregis di Kecamatan Wanasari terdapat 

permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. 

Isu tersebut antara lain :  

1  Perlu peningkatan kompetensi aparatur Pemerintah Kecamatan dan  

 kualitas aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan 

 pelayanan publik 

2.  Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi 

 pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.  

3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan Pelayanan yang Cepat, 

 Akurat dan Murah. 

4.  Kualitas sumber daya aparatur desa yang masih rendah, sehingga 

 akselerasi / percepatan pembangunan,  program program dan kegiatan 

 pembangunan akan sulit berhasil jika SDM pengelolanya kurang 

 mumpuni. 

 

Berdasarkan penjabaran atas Misi Rencana Pembangunan Daerah 

Tahun 2023-2026, Kecamatan Wanasari bertanggungjawab untuk 

mewujudkan visi dengan mendukung misi Rencana Pembangunan 

Daerah dalam lingkup tugas fungsi dan kewenangan yang menjadi 

tanggungjawab Kecamatan sebagai berikut :  
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1. Memaksimalkan pelayanan perijinan sesuai kewenangan kecamatan; 

2. Memaksimalkan pengelolaan arsip;  

3. Meningkatkan vailiditas data administrasi kependudukan;  

4.  Meningkatkan akses penyerapan informasi pertanahan kepada 

masyarakat;  

5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah 

kecamatan;  

6. Bersama TNI/POLRI meningkatkan pembinaan pemberdayaan 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat;  

7. Bersama Puskesmas meningkatkan pembinaan pemberdayaan 

kesehatan dan posyandu;  

8. Menjaga kondusifitas dan toleransi antar umat beragama;  

9. Meningkatkan pembinanaan koperasi RT;  

10. Menjaga dan mengembangkan adat budaya dan tradisi lokal.  
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang 

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan 

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan yang 

dibuat merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi 

pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi pilihan tersebut.  

Dengan demikian, tujuan pada dasarnya merupakan 

penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai 

upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka 

menengah.  

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu 

sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan 

Wanasari dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai 

dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin 

dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Wanasari 

2023-2026 antara lain : 

1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan, dengan 

indikator sasaran sebagai berikut:  

a. Persentase peningkatan disiplin aparatur;  

b. Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur;  

c. Persentase peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja & 

Keuangan;  

2. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah dalam mengelola 

pemerintahan dan pelayanan publik dengan didukung sarana dan 

prasarana yang layak, dengan indikator sasaran antara lain:  

a. Persentase penyediaan administrasi dan tertib administrasi;  

b. Persentase sarana dan prasarana pelayanan;  

c. Persentase pemanfaatan ruang. 
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3. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah 

desa/kelurahan bidang pemerintahan, ketenteraman dan 

ketertiban, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan 

indikator sasaran antara lain:  

a. Persentase pembangunan infrastruktur pedesaan;  

b.  Persentase pemberdayaan masyarakat.  

c. Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan 

ketatalaksanaan kecamatan.  

 

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan 

Kecamatan Wanasari dapat dilihat seperti dalam tabel  4.1 

 

Tabel 4.1 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN 

OPD KECAMATAN WANASARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5

Indek Kepuasan 

Masyarakat/IKM

Hasil survey Indek 

Kepuasan 

Masyarakat (IKM)

Meningkatkan kualitas 

Pelayanan Publik  

dengan membangun 

sistem penyelenggaraan 

Pemerintahan yang 

efektif,efisien, akuntabel 

serta inovatif

100% 100%

1. Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik di 

Kecamatan Wanasari 100% 100% 100%

Tabel  4.1

Tujuan , dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Kantor Kecamatan Wanasari

Tahun 2023 – 2026

No Tujuan Sasaraan Indikator Sasaran
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 

Indikator Tujuan
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BAB V 

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1 Strategi  

 Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara 

konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai 

tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan 

strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program 

indikatif untuk mewujudkanm visi dan misi. Kecamatan Wanasari, dalam 

rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut: 

 1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor 

Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

 2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, 

Desa ; 

 3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal; 

 4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan 

ekonomi kemasyarakatan; 

 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 

 Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup: 

 1. Internal,  Melakukan pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, 

pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertical; 

 2. Eksternal Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan 

Pemerintah Kabupaten Brebes, menjalin koordinasi antar SKPD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. 

5.2  Arah Kebijakan 

 Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian 

kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk 

konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat 

bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-

program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam 

rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. 
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Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan  

 

VISI : “ BREBES YANG MADANI, MAJU DAN SEJAHTERA “ 

 

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu empat tahun kedepan. Tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran, yaitu 

sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan tercapainya sebuah tujuan. 

Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada setiap misi 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 
1. Tujuan 1 : Terwujudnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dan Kearifan Lokal, 

dengan sasaran : 
a. Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi 

Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif 
b. Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas 

Demokrasi Daerah 
c. Meningkatnya Kesadaran Dan Perlindungan Hukum Dengan Menjunjung 

Tinggi Serta Mengutamakan Asas Bersih, Jujur Serta Adil Kepada Setiap 
Masyarakat 

 
2. Tujuan 2 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan 

sasaran : 
a. Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas 
b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 
c. Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi 

Olahraga 
d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 
e. Meningkatnya Akses Dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap 

Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender 
f. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB 

Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif 
g. Meningkatnya Kepedulian Sosial Secara Luas Untuk Mewujudkan 

Ketahanan Sosial Terutama Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

h. Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah 
i. Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya 

Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan RPD Kabupaten Brebes Tahun 
2023-2026  
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3. Tujuan 3 : Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis, Dan 
Partisipatif, dengan sasaran : 
a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Serta Partisipasi Dan Peran Seluruh 

Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Peningkatan 
Kualitas Daerah 

b. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan 

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem 
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta 
Inovatif 

d. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Aset Secara 
Efisien Dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan 
Daerah 

e. Meningkatnya Kapasitas Dan Kompetensi ASN 
f. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, 

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan 
Pertanggungjawaban) Yang Baik (Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif) 

g. Meningkatnya Peran Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bagian 
Dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas 
Permasalahan Daerah 

h. Tersedianya Satu Data Informasi Daerah Yang Valid, Lengkap Dan 
Terbaru Untuk Acuan Pembangunan Daerah 
 

4. Tujuan 4 : Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya 
Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal, dengan sasaran : 

a. Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor 
Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas, 
Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi 

b. Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Mengembangkan Iklim 
Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha Dan Pelayanan Investasi 
Yang Prima 

c. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Koperasi Dan UMKM Sehingga 
Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri 

d. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Serta 
Kesejahteraan Tenaga Kerja 

e. Meningkatnya Efisiensi Modernisasi Pertanian Dan Nilai Tambah Sektor 
Pertanian Untuk Swasembada Pangan 

f. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai 
Standar Pelayanan 

g. Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kualitas 
Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa 

h. Meningkatnya Produksi Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan 
Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan 
Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan 
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i. Meningkatnya Produktifitas Pertanian Untuk Ketahanan Dan Kemandirian 
Pangan Serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan Regional Maupun Nasional 
Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup 

j. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sumber 
Daya Hutan 

k. Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) 
l. Meningkatnya Daya Saing Industri Unggulan Daerah Untuk Penggerak 

Perekonomian 
m. Meningkatnya Transaksi Perdagangan Produk Unggulan Daerah Dan 

Menjaga Distribusi Dan Ketersediaan Barang-Barang Kebutuhan Pokok 
 

5. Tujuan 5 : Terwujudnya Peningkatkan Dan Pemerataan Pembangunan 
Prasarana Dan Sarana Daerah, dengan sasaran : 
a. Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, 

Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang 
Perekonomian Daerah 

b. Meningkatnya Perumahan Dan Lingkungan Layak Dan Sehat Dengan 
Didukung Jaringan Infrastruktur Yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah 
Maupun Antar Sektor 
 

6. Tujuan 6 : Terwujudnya Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan sasaran : 
a. Meningkatnya Kesadaran Dan Pertisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan 

Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian 
Lingkungan Hidup 

b. Meningkatnya Kelestarian Dan Kesesuaian Tata Guna Lahan Guna 
Terwujudnya Keserasian Pembangunan Wilayah 

c. Meningkatnya Konsistensi Kesesuaian Dan Terintegrasinya Pembangunan 
Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk 

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program 

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Wanasari guna mencapai 

sasaran tertentu.  

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan 

Wanasari Kabupaten Brebes yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023 -

2026 meliputi : 

 

 

A. Rencana Program  

 Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Wanasari 

Kabupaten Brebes selama tahun 2023 -2026 antara lain: 

 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

 2. Program Penyelenggaraan  Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

 3. Program Pemberdayaan  Masyarakat Desa/Kelurahahn 

 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

665.  Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

B. Rencana Kegiatan 

 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau 

beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 

pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, 

modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan 
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langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan  

KecamatanWanasari Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 harus mampu 

menghasilkan output dan outcome yang memadai. 

Sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini : 

 

C. INDIKATOR KINERJA  

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman 

untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. 

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan 

pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui 

permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. 

Pengukuran indikator kinerja Kantor  Kecamatan Brebes 

berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama 

sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat 

eselon III/ Perangkat Daerah /unit kerja mandiri sekurang kurangnya 

menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, 

indikator kinerja Kantor  Kecamatan Brebes disusun dibatasi 

dengan menggunakan indikator keluaran.  

D. KELOMPOK SASARAN  

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor  

Kecamatan Brebes adalah meliputi internal kecamatan, Instansi dan 

elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap 

perencanaan Musyawarah rencana Pembangunan Desa dan 

Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Wanasari, yang 

salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi 

masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka 

peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan 

prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Rencana 

Startegis Kecamatan 2023-2026.  

E. PENDANAAN INDIKATIF  

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor  

Kecamatan Brebes bersumber pada dana APBD Kabupaten Brebes. 

Namun bagi Instansi lain seperti Unit Pengelola Terpadu Pertanian, 



49 
 

Perikanan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun 

Dana Alokasi Khusus dari Instansi induknya. 

 

Tabel 6.1 

Rencana Progra Kerja dan Kegiatan serta Pendanaan 

Perangkat Daerah OPD Kecamatan Wanasari 

Tahun 2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 7 8 9 10 TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target Rp

Meningkatnya  Kualitas  

Pelayanan  Publik  Dengan  

Membangun  Sistem 

Penyelenggaraan  

Pemerintahan  Yang  Efektif,  

Efisien,  Akuntabel  Serta 

Inovatif

Indeks  

Kepuasan  

Masyarakat

95,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Meningkatnya  

Kualitas  

Pelayanan  

Publik  DI 

Kecamatan 

Wanasari

Hasil  Survey  

Kepuasan  

Masyarakat  

Kecamatan  

Wanasari
95,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00

KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1. PROGRAM  

PENUNJANG

URUSAN  

PEMERINTAHA

N

DAERAH 

KABUPATEN/ 

KOTA

Survey  Kepuasan  

terhadap Pelayanan  

Perkantoran  Kecamatan 

Jatibarang  (%)
95% 97,00 100% 2.528.737.000 100% 3.266.506.250 100% 3.370.638.563 100% 3.709.143.963

KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.1. Perencanaan,Penganggaran 

dan Evaluasi  Kinerja 

Perangkat Daerah

Koordinasi dan penyusunan 

laporan capaian kierja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000 1 Dokumen 7.000.000 1 Dokumen 7.000.000 1 Dokumen 7.000.000
KEC.

WANASARI

KEC.

WANASARI

7.1.1.1.1. Penyusunan  Dokumen

Perencanaan  Perangkat  Daerah

Jumlah  Dokumen  Perencanaan 

Parangkat  Daerah
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000

KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.1.2. Koordinasi  dan  Penyusunan 

Dokumen  RKA-SKPD

Jumlah  Dokumen  RKA-SKPD  

dan Laporan  Hasil  Koordinasi 

Penyusunan  Dokumen  RKA  -  

SKPD
1  Dokumen 1  Dokumen 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1  Dokumen 1.000.000 1  Dokumen 1.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.1.3. Koordinasi  dan  Penyusunan 

Dokumen  Perubahan  RKA- 

SKPD

Koordinasi dan penyusunan  

dokumen pubahan  RKA-SKPS

1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000
KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.1.4. Koordinasi  dan  Penyusunan 

DPA-SKPD

Koordinasi dan penyusunan  

dokumen pubahan  DPA-SKPS

0,00 0,00 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000
KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.1.5 Koordinasi  dan  Penyusunan 

Perubahan  DPA-  SKPD

Jumlah  Dokumen  Perubahan  DPA- 

SKPD  dan  Laporan  Hasil  

Koordinasi Penyusunan  Dokumen  

Perubahan DPA-SKPD 0 0 1  laporan 1.000.000                 1  laporan 1.000.000               1 laporan 1.000.000                 1 laporan 1.000.000                     
KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.1.6 Koordinasi  dan  Penyusunan

Laporan  Capaian  Kinerja  dan 

Ikhtisar  Realisasi  Kinerja  

SKPD

Jumlah  Laporan  Capaian  Kinerja 

dan  Ikhtisar  Realisasi  Kinerja  

SKPD dan  Laporan  Hasil  

Koordinasi

Penyusunan  Laporan  Capaian 

Kinerja  dan  Ikhtisar  Realisasi 

Kinerja  SKPD

0 0 1  laporan 1.000.000                 1 laporan 1.000.000               1  laporan 1.000.000                 1 laporan 1.000.000                     
KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.1.7 Evaluasi  Kinerja  Perangkat 

Daerah

Jumlah  Laporan  Evaluasi  Kinerja 

Perangkat  Daerah 0,00 0,00 1 Laporan 1.000.000                 1 Laporan 1.000.000               1 Laporan 1.000.000                 1 Laporan 1.000.000                     KEC WANASARI KEC WANASARI

7.1.1.2. Administrasi  Keuangan 

Perangkat  Daerah

Rasio  implementasi  

pelaksanaan Administrasi  

Keuangan  (jam/hari) 98 99 1.954.537.000 2.442.606.250 2.564.738.563 2.955.243.963
KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.2.1 Penyediaan  Gaji  dan  Tunjangan 

ASN

Jumlah  Orang  yang  Menerima 

Gaji  dan  Tunjangan  ASN
98,00 99,00 20 orang 1.946.277.000 18 orang 2.432.846.250 18 orang 2.554.488.563 20 orang 2.943.743.963 KEC WANASARI KEC WANASARI

7.1.1.2.3 Pelaksanaan  Penatausahaan  dan 

Pengujian/Verifikasi  Keuangan 

SKPD

Jumlah  dokumen  penatausahaan 

dan  pengujian/verifikasi  keuangan 

SKPD 0 0 1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 1.000.000 KEC WANASARI KEC WANASARI

7.1.1.2.4 Koordinasi dan 

pelaksanaanAkuntansi SKPD

Koordinasi dan 

pelaksanaanAkuntansi SKPD

0 0 1 dokumen 1.500.000 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 2.500.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.2.5 Koordinasi  dan  Penyusunan

Laporan  Keuangan  Akhir  

Tahun SKPD

Jumlah laporn keuangan  akhir tahn 

SKPD dan laporan hasi koordinasi 

penyusunan laporan keuangan akhir 

tahun SKPD
0,00 0,00 1 Laporan 3.260.000 1 Laporan 3.760.000 1 Laporan 4.250.000 1 Laporan 4.500.000 

KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

TABEL T - C. 27 ( TABEL 6.1. )

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN
SASARAN

INDIKATOR

SASARAN
KODE PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM 

(OUTCOME)

KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN  

(OUTPUT)
 SUB KEGIATAN

Lokasi
2022 2023 2024 2025 2026

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2022 - 2026

INDIKATOR SUB KEGIATAN

DATA CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAAN

Kondisi Kinerja Pada 

Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah Unit Kerja PD



7.1.1.2.7 Koordinasi  dan  Penyusunan 

Laporan  Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah laporan keuangan keuangan 

bulanan ,triwulan ddan semesteran 

SKPD dan laporan koordinasi

0 0 4 Laporan 1.500.000 4 Laporan 2.000.000 4 Laporan 2.000.000 4 Laporan 2.500.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.2.8 Penyusunan  Pelaporan  dan 

Analisis  Prognosis  Realisasi 

Anggaran

Jumlah  Dokumen  Pelaporan  dan 

Analisis  Prognosis  Realisasi 

Anggaran 0,00 0,00 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 
KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.3. Administrasi  Barang  Milik

Daerah pada  Perangkat  

Daerah

Persentase  BMD  SKPD  

dalam kondisi  baik

2.500.000 3.300.000 3.400.000 3.700.000 KEC,WANASARI KEC,WANASARI

7.1.1.3.1 Penyusunan  Perencanaan 

Kebutuhan  Barang  Milik 

Daerah  SKPD

Jumlah  Rencana  Kebutuhan 

Barang  Milik  Daerah  SKPD
0,00 0,00 4 Dokumen 1.000.000 4 Dokumen 1.000.000 14Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.3.5 Rekonsiliasi  dan  Penyusunan 

Laporan  Barang  Milik  Daerah 

pada  SKPD

Jumlah  Laporan  Rekonsiliasi  dan 

Penyusunan  Laporan  Barang  Milik 

Daerah  pada  SKPD 0 0 5 dokumen 1.000.000 5 dokume 1.300.000 5 dokumen 1.400.000 5 dokumen 1.500.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.3.6 Penatausahaan  Barang  Milik 

Daerah  pada  SKPD

Jumlah  Laporan  Penatausahaan 

Barang  Milik  Daerah  pada  SKPD
0,00 0,00 3 Laporan 500.000 3 Laporan 1.000.000 3 Laporan 1.000.000 13Laporan 1.200.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.5. Administrasi  Kepegawaian 

Perangkat  Daerah

Meningkatnya kompetensi dan 

kapasitas ASN

9.500.000 9.500.000 10.000.000 10.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.5.2 Pengadaan  Pakaian  Dinas 

Beserta  Atribut

Kelengkapannya

Jumlah  Paket  Pakaian  Dinas 

beserta  Atribut  Kelengkapan
95,00 97,00 38 stel 9.500.000 38 stel 9.500.000 40 stel 10.000.000 40 stel 10.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.6. Administrasi  Umum  

Perangkat Daerah

Jumlah kebutuhan peralatan 

dan logistik kantor  terpenhi 

(jenis) 95 97 129.700.000 189.900.000 139.200.000 145.100.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.6.1 Penyediaan  Komponen  Instalasi 

Listrik/Penerangan  Bangunan 

Kantor

Jumlah  Paket  Komponen  Instalasi 

Listrik/Penerangan  Bangunan 

Kantor  yang  Disediakan 95,00 97,00 1 jenis 500.000 1 jenis 1.000.000 1 jenis 1.500.000 1 jenis 2.000.000 
KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.6.2 Penyediaan  Peralatan  dan 

Perlengkapan  Kantor

Jumlah  Paket  Peralatan  dan 

Perlengkapan  Kantor  yang 

Disediakan
95 97 2 Paket 20.000.000 2 Paket 21.000.000 2 Paket 22.000.000 2 Paket 23.000.000

KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.6.3 Penyediaan  Peralatan  Rumah 

Tangga

Jumlah  Paket  Peralatan  Rumah 

Tangga  yang  Disediakan 95,00 97,00 2 Paket 5.000.000 2 Paket 60.000.000 2 Paket 6.000.000 2 Paket 6.500.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.6.4 Penyediaan  Bahan  Logistik 

Kantor

Jumlah  Paket  Bahan  Logistik 

Kantor  yang  Disediakan 95 97 3 Paket 83.000.000 3 Paket 84.000.000 3 Paket 85.000.000 3 Paket 86.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.6.5 Penyediaan  Barang  Cetakan  

dan Penggandaan

Jumlah  Paket  Barang  Cetakan  

dan Penggandaan  yang  Disediakan
95,00 97,00 2 jenis 6.300.000 2 jenis 6.500.000 2 jeni 6.500.000 2 jenis 6.800.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.6.6 Penyediaan  Bahan  Bacaan  dan 

Peraturan  Perundang-undangan

Jumlah  Dokumen  Bahan  Bacaan 

dan  Peraturan  Perundang-

Undangan yang  Disediakan 0 0 1 Dokumen 1.200.000 1 dokumen 1.500.000 1 Dokumen 1.700.000 1 Dokumen 2.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.6.7 Penyediaan  Bahan/Material Jumlah  Paket Bahan/Material yang  

Disediakan
0,00 0,00 13Paket 1.200.000 3 Paket 1.200.000 3 Paket 1.500.000 2 Paket 1.500.000 

KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.6.8 Fasilitasi  Kunjungan  Tamu Jumlah  Laporan  Fasilitasi 

Kunjungan  Tamu 0 0 12 Laporan 1.500.000 12 Laporan 1.500.000 12  Laporan 1.800.000 12 Laporan 1.800.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.6.9 Penyelenggaraan  Rapat

Koordinasi  dan  Konsultasi 

SKPD

Jumlah  Laporan  Penyelenggaraan 

Rapat  Koordinasi  dan  Konsultasi

SKPD 0,00 0,00 3 dokumen 10.000.000 3 dokumen 12.000.000 3 dokumen 12.000.000 3 dokumen 14.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.6.10 Penatausahaan  Arsip  Dinamis 

pada  SKPD

Jumlah  Dokumen  Penatausahaan 

Arsip  Dinamis 0 0 68Dokumen 1.000.000 8 Dokumen 1.200.000 8 Dokumen 1.200.000 8 Dokumen 1.500.000
KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.7. Pengadaan  Barang  Milik  

Daerah Penunjang  Urusan  

Pemerintah

Daerah

Jumlah  Barang  Milik  

Daerah

(BMD)  baru  yang  masuk  

dalam  BMD SKPD  (unit)
71.000.000 258.000.000 80.000.000 75.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.7.1 Pengadaan  Kendaraan 

Perorangan  Dinas  atau

Kendaraan  Dinas  Jabatan

Jumlah  Unit  Kendaraan

Perorangan  Dinas  atau  Kendaraan 

Dinas  Jabatan  yang  Disediakan 0 0 0 0 1 Unit 20.000.000 0 0 1 Unit 20.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.7.2 Pengadaan  Kendaraan  Dinas 

Operasional  atau  Lapangan

Jumlah  Unit  Kendaraan  Dinas 

Operasional  atau  Lapangan  yang 

Disediakan
0,00 0,00 0,00 - 1 Unit 25.000.000 0,00 - 0,00 - KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.7.5 Pengadaan  Mebel Jumlah  Paket  Mebel  yang 

Disediakan 0% 0% 2 unit
20.000.000       

2 unit 20.000.000 0 0 3 unit 10.000.000
KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.7.6 Pengadaan  Peralatan  dan  

Mesin Lainnya

Jumlah  Unit  Peralatan  dan  Mesin 

Lainnya  yang  Disediakan
95,00 97,00 4 unit 51.000.000 3 unit 40.000.000 2 unit 30.000.000 3 unit 40.000.000 

KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.7.9 Pengadaan gedung atau 

bangunan lainnya

Jumlah unit gedung kantor  atau 

bangunan lainnya yan disediakan
0,00 0,00 0 - 1 unit 150.000.000 0,00 - 0,00 - 

KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

7.1.1.7.10 Pengadaan  Sarana  dan

Prasarana  Gedung  Kantor  atau 

Bangunan  Lainnya

Jumlah  Unit  Sarana  dan  

Prasarana Gedung  Kantor  atau  

Bangunan

Lainnya  yang  Disediakan

0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0
KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI



7.1.1.7.11 Pengadaan  Sarana  dan

Prasarana  Pendukung  Gedung 

Kantor  atau  Bangunan  Lainnya

Jumlah  Unit  Sarana  dan  

Prasarana Pendukung  Gedung  

Kantor  atau

Bangunan  Lainnya  yang  

Disediakan

4 Unit 4 Unit 2 Unit - 1 unit 3.000.000 0,00 - 1 Unit 5.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.8. Penyediaan  Jasa  

Penunjang Urusan  

Pemerintahan  Daerah

Jumlah jasa penunjang 

pelayanan

319.700.000 320.900.000 323.000.000 325.300.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.8.1 Penyediaan  Jasa  Surat 

Menyurat

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa 

Surat  Menyurat 0,00 0,00 1 Laporan 1.000.000 1Laporan 1.200.000 1  Laporan 1.200.000 1 Laporan 1.500.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.8.2 Penyediaan  Jasa  Komunikasi, 

Sumber  Daya  Air  dan  Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa 

Komunikasi,  Sumber  Daya  Air  

dan Listrik  yang  Disediakan
95 97 5 tagihan 50.000.000 5 tagihan 51.000.000 5 tagihan 52.000.000 5 tagihan 53.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.8.3 Penyediaan  Jasa  Peralatan  dan 

Perlengkapan  Kantor

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa 

Peralatan  dan  Perlengkapan  

Kantor yang  Disediakan 0,00 0,00 1 Laporan 700.000 1 Laporan 700.000 1 Laporan 800.000 1 Laporan 800.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.8.4 Penyediaan  Jasa  Pelayanan 

Umum  Kantor

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa 

Pelayanan umum  Kantor yang  

Disediakan 95 97 15 orang 268.000.000 1 orang 268.000.000 15 orang 269.000.000 15 orang 270.000.000
KEC, 

WANASARI

KEC, 

WANASARI

7.1.1.9. Pemeliharaan  Barang  

Milik Daerah  Penunjang  

Urusan Pemerintahan  

Daerah

Persentase  BMD  SKPD  

dalam kondisi  baik  (%)

34.800.000 35.300.000 243.300.000 187.800.000 
KEC, 

WANASARI

KEC, 

WANASARI

7.1.1.9.1 Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan, 

Biaya  Pemeliharaan,  dan  Pajak 

Kendaraan  Perorangan  Dinas 

atau  Kendaraan  Dinas  Jabatan

Jumlah  Kendaraan  Perorangan

Dinas  atau  Kendaraan  Dinas  

Jabatan yang  Dipelihara  dan  

dibayarkan

Pajaknya

95 97 12 Unit 25.000.000 12 unit 25.000.000 12 Unit 26.000.000 12 Unit 26.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.9.2 Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan, 

Biaya  Pemeliharaan,  Pajak  dan 

Perizinan  Kendaraan  Dinas

Operasional  atau  Lapangan

Jumlah  Kendaraan  Dinas

Operasional  atau  Lapangan  yang 

Dipelihara  dan  dibayarkan  Pajak  

dan Perizinannya
0,00 0,00 1 Unit 300.000 1 Unit 300.000 1 Unit 300.000 1 Unit 300.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.9.5 Pemeliharaan  Mebel Jumlah  Mebel  yang  Dipelihara
95 97 3 jenis 3.500.000 3 jenis 3.500.000 3 jenis 4.000.000 3 jenis 4.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.9.6 Pemeliharaan  Peralatan  dan 

Mesin  Lainnya

Jumlah  Peralatan  dan  Mesin 

Lainnya  yang  Dipelihara 95,00 97,00 15 Unit 6.000.000 15 Unit 6.500.000 15 Unit 7.000.000 15 Unit 7.500.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.9.7 Pemeliharaan  Aset  Tetap 

Lainnya

Jumlah  Aset  Tetap  Lainnya  yang 

Dipelihara
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.9.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung  Kantor  dan  Bangunan 

Lainnya

Jumlah gedung kantor dan bangunan 

lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi
95,00 0,00 0,00 - 0,00 - 1Unit 200.000.000 1 Unit 150.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.9.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana  dan  Prasarana  Gedung 

Kantor  atau  Bangunan  Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana 

Gedung  Kantor  atau  Bangunan 

Lainnya  yangDipelihara/ 

Direhabilitasi
0 0 0 0 0 0 1 Unit 3.000.000 0 0 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.1.9.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana  dan  Prasarana

Pendukung  Gedung  Kantor  

atau Bangunan  Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana 

Pendukung  Gedung  Kantor  atau 

Bangunan  Lainnya  yang

Dipelihara/Direhabilitasi
0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 1 Unit 3.000.000 0,00 - KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2. PROGRAM 

PENYELENGGA

RAAN 

PEMERINTAHA

N DAN 

PELAYAN 

PUBLIK

Hasil Survey Kepuasan 

Pelayanan PATEN

69.400.000 109.200.000 129.500.000 147.800.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.1. Koordinasi  

Penyelenggaraan Kegiatan  

Pemerintahan  di

Tingkat  Kecamatan

Jumlah laporan 

koordinasi/sinergi 

perencanaan dan 

pelaksanaannkegiatan 

pemerintahan

6.500.000 6.700.000 7.700.000 8.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.1.1 Koordinasi/Sinergi  Perencanaan 

dan  Pelaksanaan  Kegiatan

Pemerintahan  dengan  Perangkat 

Daerah  dan  Instansi  Vertikal

Terkait

Jumlah  Laporan

Koordinasi/Sinergi  Perencanaan  

dan Pelaksanaan  Kegiatan  

Pemerintahan dengan  Perangkat  

Daerah dan Instansi  Vertikal  

Terkait

0 0 2 Laporan 1.500.000 2 Laporan 1.700.000 2 Laporan 1.700.000 2 Laporan 2.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.1.2 Peningkatan  Efektifitas

Kegiatan  Pemerintahan  di 

Tingkat  Kecamatan

Jumlah  Dokumen  Peningkatan 

Efektifitas  Kegiatan  Pemerintahan 

di  Tingkat  Kecamatan 0,00 0,00 2Dokumen 5.000.000 2 Dokumen 5.000.000 2 Dokumen 6.000.000 2 Dokumen 6.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Target  pelunasan  

PBB(%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.2. Penyelenggaraan  Urusan 

Pemerintahan  yang  tidak

Dilaksanakan  oleh  Unit  

Kerja Perangkat  Daerah  

yang  Ada  di Kecamatan

Jumlah dokumen 

penyelengaraan  urusan 

pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja 

perangkat daerah yang ada di 

kecamatan
4.000.000 4.000.000 4.800.000 4.800.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI



7.1.2.2.1 Perencanaan  Kegiatan

Pelayanan  kepada  Masyarakat 

di  Kecamatan

Jumlah  Dokumen  Perencanaan 

Kegiatan  Pelayanan  kepada

Masyarakat  di  Kecamatan 0 0 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.2.2 Fasilitasi  Percepatan

Pencapaian  Standar  Pelayanan 

Minimal  di  Wilayah  

Kecamatan

Jumlah  Laporan  Fasilitasi

Percepatan  Pencapaian  Standar 

Pelayanan  Minimal  di  Wilayah 

Kecamatan
0,00 0,00 1 Laporan 1.500.000 1 Laporan 1.500.000 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.2.3 Peningkatan  Efektifitas

Pelaksanaan  Pelayanan  kepada 

Masyarakat  di  Wilayah

Kecamatan

Jumlah  Laporan  Peningkatan 

Efektifitas  Pelaksanaan  Pelayanan 

kepada  Masyarakat  di  Wilayah 

Kecamatan 0 0 1Laporan 1.500.000 1 Laporan 1.500.000 1 Laporan 1.800.000 1 Laporan 1.800.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.3. Koordinasi  Pemeliharaan

Prasarana  dan  Sarana  

Pelayanan Umum

Kegiatan koordinasi 

pemeliharaan prasarana dan 

sarana pelayananan umum 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.3.1 Koordinasi/Sinergi  dengan 

Perangkat  Daerah  dan/atau

Instansi  Vertikal  yang  terkait

dalam  Pemeliharaan  Sarana  

dan Prasarana  Pelayanan  Umum

Jumlah  Dokumen

Koordinasi/Sinergi  dengan

Perangkat  Daerah  dan/atau  

Instansi Vertikal  yang  Terkait  

dalam

Pemeliharaan  Sarana  dan  

Prasarana Pelayanan  Umum

0 0 1Dokumen 1.500.000 1 Dokumen 1.500.000 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen 2.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Persentase  penyaluran  

Bantuan sosial  di  

Tingkat  Kecamatan(%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.4. Pelaksanaan  Urusan

Pemerintahan  yang  

Dilimpahkan kepada  

Camat

Dokumen  Pelaksanaan  

Urusan Pemerintahan  yang  

dilimpahkan kepada  Camat 57.400.000 97.000.000 115.000.000 133.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.4.1 Pelaksanaan  Urusan

Pemerintahan  yang  terkait 

dengan  Pelayanan  Perizinan 

Non  Usaha

Jumlah  Dokumen  Non  Perizinan 

Usaha  yang  Dilaksanakan (e-KTP 

) 95,00 97,00 100,00 9.600.000 100,00 12.600.000 100,00 15.600.000 100,00 18.600.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Dokumen  Non  Perizinan 

Usaha  yang  Dilaksanakan (KK ) 95,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Dokumen  Non  Perizinan 

Usaha  yang  Dilaksanakan (NIB) 95,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.4.2 Pelaksanaan  Urusan

Pemerintahan  yang  terkait 

dengan  Nonperizinan

Jumlah  Laporan  Pelaksanaan  Non 

Perizinan  pada  Urusan  

Pemerintahan (PBB) 95 97 100 24.000.000 100 25.000.000 2 Laporan 26.000.000 100 27.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.2.4.3 Pelaksanaan  Urusan

Pemerintahan  yang  terkait

dengan  Kewenangan  Lain  yang 

Dilimpahkan

Jumlah  Laporan  Pelaksanaan 

9dokumen rekomendasi)

Kewenangan  Lain  yang  

Dilimpahkan
95,00 97,00 5 dokumen 23.800.000 5 dokumen 59.400.000 5 dokumen 73.400.000 5 dokumen 87.400.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Laporan  Pelaksanaan 

kewenangan lain yang dilimpahkan 

(bencana alam dan sosial)

Kewenangan  Lain  yang  

Dilimpahkan

95,00 97,00 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Laporan  Pelaksanaan 

kewenangan lain yang dilimpahkan ( 

Ormas )

Kewenangan  Lain  yang  

Dilimpahkan

95,00 97,00 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Laporan  Pelaksanaan 

kewenangan lain yang dilimpahkan ( 

Bansos)

Kewenangan  Lain  yang  

Dilimpahkan

95,00 97,00 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Laporan  Pelaksanaan 

kewenangan lain yang dilimpahkan ( 

BPNT)

Kewenangan  Lain  yang  

Dilimpahkan

95,00 97,00 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.3. PROGRAM  

PEMBERDAYAA

N 

MASYARAKAT  

DESA DAN

KELURAHAN

Persentase desa yang 

melaksanakan 

administrasi  serta 

pengelolaan keuangan 

desa yang tertib dan 

baik (%)

71.000.000 78.000.000 85.000.000 92.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.3.1. Koordinasi  Kegiatan 

Pemberdayaan  Desa

Dokumen  usulan  prioritas

pembangunan  tingkat  

kecamatan 71.000.000 78.000.000 85.000.000 92.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.3.1.1 Peningkatan  Partisipasi 

Masyarakat  dalam  Forum 

Musyawarah  Perencanaan 

Pembangunan  di  Desa

Jumlah  Lembaga  Kemasyarakatan 

yang  Berpartisipasi  dalam  Forum

Musyawarah  Perencanaan 

Pembangunan  di  Desa (usulan 

pembangunan desa)

95 97 21 dokumen 66.000.000 21 dokumen 72.000.000 21 dokumen 78.000.000 21 dokumen 84.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Lembaga  Kemasyarakatan 

yang  Berpartisipasi  dalam  Forum

Musyawarah  Perencanaan 

Pembangunan  di  Desa (pembinaan 

BUMDES))

95 97 100% 100% 100% 100% KEC.WANASARI KEC.WANASARI



Jumlah  Lembaga  Kemasyarakatan 

yang  Berpartisipasi  dalam  Forum

Musyawarah  Perencanaan 

Pembangunan  di  Desa (LPM ddan 

PKK))

95 97 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Lembaga  Kemasyarakatan 

yang  Berpartisipasi  dalam  Forum

Musyawarah  Perencanaan 

Pembangunan  di  Desa (UP2K))
95 97 100% 100% 100% 100% KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.3.1.3 Peningkatan  Efektifitas 

Kegiatan  Pemberdayaan 

Masyarakat  di  Wilayah 

Kecamatan

Jumlah  Laporan  Peningkatan 

Efektivitas  Kegiatan  

Pemberdayaan Masyarakat  di  

Wilayah  Kecamatan
95,00 97 2 Laporan 5.000.000 2Laporan 6.000.000 2 Laporan 7.000.000 2 Laporan 8.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.4. PROGRAM  

KOORDINASI 

KETENTRAMAN  

DAN

KETERTIBAN  

UMUM

Persentase  Pencegahan  

Pelanggaran Perda  dan  

Perbup  Tertangani(%)

46.400.000 56.400.000 66.400.000 61.100.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.4.1. Koordinasi  Upaya

Penyelenggaraan  

Ketenteraman dan  

Ketertiban  Umum

Koordinasi  Upaya  

Penyelenggaraan Ketentraman  

dan  Ketertiban  Umum
31.600.000 37.600.000 43.600.000 49.600.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.4.1.1 Sinergitas  dengan  Kepolisian 

Negara  Republik  Indonesia, 

Tentara  Nasional  Indonesia  dan 

Instansi  Vertikal  di  Wilayah

Kecamatan

Jumlah  Laporan  Hasil  Sinergitas 

dengan Kepolisian  Negara  

Republik Indonesia,  Tentara  

Nasional

Indonesia  dan  Instansi  Vertikal  di 

Wilayah  Kecamatan (patroli )

95 97 120 kegiatan 28.600.000 120 kegiatan 33.600.000 120 kegiatan 38.600.000 120 kegiatan 43.600.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Laporan  Hasil  Sinergitas 

dengan Kepolisian  Negara  

Republik Indonesia,  Tentara  

Nasional

Indonesia  dan  Instansi  Vertikal  di 

Wilayah  Kecamatan ( pembinaan 

anggota )

95 97 7 orang 7 orang 7 orang 7 orang KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Laporan  Hasil  Sinergitas 

dengan Kepolisian  Negara  

Republik Indonesia,  Tentara  

Nasional

Indonesia  dan  Instansi  Vertikal  di 

Wilayah  Kecamatan ( pembinaan 

linmas )

95 97 500 orang 500 orag 500 orang 500 orang KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Laporan  Hasil  Sinergitas 

dengan Kepolisian  Negara  

Republik Indonesia,  Tentara  

Nasional

Indonesia  dan  Instansi  Vertikal  di 

Wilayah  Kecamatan ( penanganan 

bencana)

95 97 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Laporan  Hasil  Sinergitas 

dengan Kepolisian  Negara  

Republik Indonesia,  Tentara  

Nasional

Indonesia  dan  Instansi  Vertikal  di 

Wilayah  Kecamatan ( penanganan 

penyakit)

95 97 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.4.1.2 Harmonisasi  Hubungan  Dengan 

Tokoh  Agama  dan  Tokoh 

Masyarakat

Jumlah  Laporan  Pelaksanaan 

Harmonisasi  Hubungan  

denganTokoh  Agama  dan  Tokoh  

Masyarakat
95,00 97,00 5 laporan 3.000.000 5 laporan 4.000.000 5 laporan 5.000.000 5laporan 6.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.4.2. Koordinasi  Penerapan  dan

Penegakan  Peraturan  

Daerah  dan Peraturan  

Kepala  Daerah

Dokumen  pelaksanaan  

Koordinasi Penerapan  dan  

Penegakan  Perda  dan 

Perkada 14.800.000 18.800.000 22.800.000 11.500.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.4.2.1 Koordinasi/Sinergi  Dengan

Perangkat  Daerah  yang  Tugas 

dan  Fungsinya  di  Bidang 

Penegakan  Peraturan

Perundang-Undangan  dan/atau 

Kepolisian  Negara  Republik

Indonesia

Jumlah  Laporan

Koordinasi/Sinergi  dengan

Perangkat  Daerah  yang  Tugas  

dan Fungsinya  di  Bidang  

Penegakan

Peraturan  Perundang-  Undangan 

dan/atau  Kepolisian  Negara

Republik  Indonesia (perijinan usaha

95,00 97,00 2 dokumen 14.800.000 2 dokumen 18.800.000 2 dokumen 22.800.000 2 dokumen 11.500.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Laporan

Koordinasi/Sinergi  dengan

Perangkat  Daerah  yang  Tugas  

dan Fungsinya  di  Bidang  

Penegakan

Peraturan  Perundang-  Undangan 

dan/atau  Kepolisian  Negara

Republik  Indonesia ( pembinaan 

PKL)

95,00 97,00 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi KEC.WANASARI KEC.WANASARI



Jumlah  Laporan

Koordinasi/Sinergi  dengan

Perangkat  Daerah  yang  Tugas  

dan Fungsinya  di  Bidang  

Penegakan

Peraturan  Perundang-  Undangan 

dan/atau  Kepolisian  Negara

Republik  Indonesia ( Koordinasi  

Gakumdun )

95,00 97,00 7 orang 7 orang 7 orang 7 orang KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.5. PROGRAM

PENYELENGGA

RAAN  URUSAN 

PEMERINTAHA

N  UMUM

Persentase  

Penyelenggaraan  

Urusan Pemerintahan  

Umum(%) 30.000.000 34.000.000 38.000.000 42.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.5.1. Penyelenggaraan  Urusan

Pemerintahan  Umum  

sesuai Penugasan  Kepala  

Daerah

Penyelenggaraan  Urusan  

Sesuai Penugasan  Kepala  

Daerah (kegiatan )

30.000.000 34.000.000 38.000.000 42.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.5.1.1 Pembinaan  Wawasan

Kebangsaan  dan  Ketahanan 

Nasional  dalam  rangka

Memantapkan  Pengamalan

Pancasila,  Pelaksanaan  Undang- 

Undang  Dasar  Negara  

Republik Indonesia  Tahun  

1945,

Pelestarian  Bhinneka  Tunggal 

Ika  Serta  Pemertahanan  dan

Pemeliharaan  Keutuhan  Negara

Jumlah  Orang  yang  Mengikuti 

Pembinaan  Wawasan  Kebangsaan 

dan  Ketahanan  Nasional  dalam

rangka  Memantapkan  Pengamalan 

Pancasila,  Pelaksanaan  Undang- 

Undang  Dasar  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  1945,  Pelestarian 

Bhinneka  Tunggal  Ika  serta

Pemertahanan  dan  Pemeliharaan 

Keutuhan  Negara  Kesatuan  

Republik Indonesia ( HUT 

Kab.Brebes dan HUTBRI )

95 97 2 kegiatan 20.000.000 2 kegiatan 22.000.000 2 kegiatan 24.000.000 2 kegiatan 26.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.5.1.6 Pengembangan  Kehidupan 

Demokrasi  Berdasarkan

Pancasila

Jumlah  Lembaga  Masyarakat  

yang Dikembangkan  dalam  

Kehidupan

Demokrasi  berdasarkan  Pancasila 

(Pemilu )

0,00 0,00 5 dokumen 10.000.000 5 dokumen              12.000.000 5 dokumen 14.000.000               5 dokumen 16.000.000                   KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6. PROGRAM  

PEMBINAAN  

DAN

PENGAWASAN  

PEMERINTAHA

N DESA

Persentase  desa  yang  

melaksanakan 

administrasi  serta  

pengelolaan

keuangan  desa  yang  

tertib  dan  baik(%)

96.500.000 107.500.000 141.000.000 131.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1. Fasilitasi,  Rekomendasi  

dan Koordinasi  Pembinaan  

dan

Pengawasan  Pemerintahan  

Desa

Dokumen  pembinaan  dan 

pengawasan  desa

95,00 97,00 96.500.000 107.500.000 141.000.000 131.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.1 Fasilitasi  Penyusunan  Peraturan 

Desa  dan  Peraturan  Kepala

Desa

Jumlah  Dokumen  yang Difasilitasi  

dalam  rangka

Penyusunan  Peraturan  Desa  dan 

Peraturan  Kepala  Desa
95 97 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 6.000.000 1 dokumen 7.000.000 1 dokumen 8.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.2 Fasilitasi  Administrasi  Tata 

Pemerintahan  Desa

Jumlah  Dokumen  yang Difasilitasi  

dalam  rangka

Administrasi  Tata  Pemerintahan 

Desa

95,00 97,00 100% 5.000.000 100% 6.000.000 100% 7.000.000 100% 8.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.3 Fasilitasi  Pengelolaan  Keuangan 

Desa  dan  Pendayagunaan  Aset

Desa

Jumlah  Dokumen  yang Difasilitasi  

dalam  rangka

Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan 

Pendayagunaan Aset  Desa 95 97 3 dokumen 34.000.000 3 dokumen 36.000.000 3 dokumen 38.000.000 3 dokumen 40.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

Jumlah  Dokumen  yang Difasilitasi  

dalam  rangka

Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan 

Pendayagunaan Aset  Desa ( 

Administrasi Desa )

95 97 100% 100% 100% 100% KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.4 Fasilitasi  Penerapan  dan 

Penegakan  Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah  Laporan  Fasilitasi  dalam 

rangka  Penerapan  dan  Penegakan

Peraturan  Perundang-  Undangan

0,00 0,00 21Laporan 1.500.000 1Laporan 1.500.000 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.5 Fasilitasi  Pelaksanaan  Tugas 

Kepala  Desa  dan  Perangkat 

Desa

Jumlah  Dokumen  Fasilitasi  dalam 

rangka  Pelaksanaan  Tugas  Kepala

Desa  dan  Perangkat  Desa 0 0 20 Dokumen 4.000.000 20 Dokumen 4.000.000 20 Dokumen 6.000.000 20 Dokumen 6.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.6 Fasilitasi  Pelaksanaan Pemilihan  

Kepala  Desa

Jumlah  Dokumen  Fasilitasi  dalam 

rangka  Pelaksanaan  Pemilihan 

Kepala  Desa
95,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0 2 Dokumen 20.000.000               KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.7 Fasilitasi  Pelaksanaan  Tugas 

dan  Fungsi  Badan

Permusyawaratan  Desa

Jumlah  Dokumen  Fasilitasi  dalam 

rangka  Pelaksanaan  Tugas  dan 

Fungsi  Badan  Permusyawaratan 

Desa
95 97 100 6.000.000 100 7.000.000 100 8.000.000 100 9.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.8 Rekomendasi  Pengangkatan  

dan Pemberhentian  Perangkat  

Desa

Jumlah  Dokumen  Rekomendasi 

Pengangkatan  dan  Pemberhentian 

Perangkat  Desa 0,00 0,00 4 dokumen 2.000.000 4 dokumen 2.000.000 4 dokumen 2.000.000 4 dokumen 2.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI



7.1.6.1.9 Fasilitasi  Sinkronisasi

Perencanaan  Pembangunan

Daerah  dengan  Pembangunan 

Desa

Jumlah  Dokumen  Sinkronisasi

Perencanaan  Pembangunan  Daerah 

dengan  Pembangunan  Desa 0 0 20 dokumen 4.000.000 20 dokumen 5.000.000 20 dokumen 6.000.000 20 dokumen 7.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.10 Fasilitasi  Penetapan  Lokasi 

Pembangunan  Kawasan 

Perdesaan

Jumlah  Dokumen  Fasilitasi Lokasi  

Pembangunan  Kawasan Perdesaan
0,00 0,00 20 dokumen 4.000.000 20 dokumen 5.000.000 20 dokumen 6.000.000 20 dokmen 7.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.12 Fasilitasi  Pelaksanaan  Tugas, 

Fungsi,  dan  Kewajiban

Lembaga  Kemasyarakatan

Jumlah  Dokumen  Fasilitasi  dalam 

rangka  Pelaksanaan  Tugas,  

Fungsi, dan  Kewajiban  Lembaga

Kemasyarakatan
95,00 97,00 100,00 6.000.000 100,00 7.000.000 100,00 8.000.000 100,00 9.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.13 Fasilitasi  Penyusunan

Perencanaan  Pembangunan 

Partisipatif

Jumlah  Dokumen  Fasilitasi  dalam 

rangka  Perencanaan  Pembangunan

Partisipatif 0 0 20 dokumen 4.000.000 20 dokumen 4.000.000 0 dokumen 5.000.000 20 dokumen 5.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.14 Fasilitasi  Kerja  Sama  

Antardesa dan  Kerja  Sama  

Desa  Dengan

Pihak  Ketiga

Jumlah  Dokumen  Fasilitasi  dalam 

rangka  Kerja  Sama  Antar  Desa  

dan Kerja  Sama  Desa  dengan  

Pihak

Ketiga

0,00 0,00 20 Dokumen 4.000.000 2 0Dokumen 6.000.000 20 Dokumen 6.000.000 20Dokumen 7.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.15 Fasilitasi  Penataan, 

Pemanfaatan,  dan

Pendayagunaan  Ruang  Desa

Serta  Penetapan  dan  Penegasan 

Batas  Desa

Jumlah  Dokumen  Fasilitasi  dalam 

rangka  Penataan,  Pemanfaatan,  

dan Pendayagunaan  Ruang  Desa  

serta Penetapan  dan  Penegasan  

Batas Desa

0 0 20Dokumen 4.000.000 20 Dokumen 4.000.000 20 Dokumen 4.000.000 20 Dokumen 4.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.16 Fasilitasi  Penyusunan  Program 

dan  Pelaksanaan  Pemberdayaan 

Masyarakat  Desa

Jumlah  Dokumen  Fasilitasi  dalam 

rangka  Program  dan  Pelaksanaan 

Pemberdayaan  Masyarakat  Desa 0,00 0,00 20 dokumen 4.000.000 20 dokumen 5.000.000 2o dokumen 6.000.000 2o dokumen 7.000.000 KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.17 Koordinasi  Pendampingan  Desa 

di  Wilayahnya

Jumlah  Laporan  Hasil  Koordinasi 

Pendampingan  Desa  di  

Wilayahnya
0 0 20 Laporan 5.000.000                 20 Laporan 5.000.000               20 Laporan 6.000.000                 20 Laporan 6.000.000                     KEC.WANASARI KEC.WANASARI

7.1.6.1.18 Koordinasi  Pelaksanaan 

Pembangunan  Kawasan 

Perdesaan  di  Wilayah

Kecamatan

Jumlah  Laporan  Hasil  Koordinasi 

Pelaksanaan  Pembangunan  

Kawasan Perdesaan  di  Wilayah  

Kecamatan
0 0 20 Laporan 4.000.000 20Laporan 4.000.000 20Laporan 4.000.000 20 Laporan 4.000.000

KEC. 

WANASARI

KEC. 

WANASARI

2.842.037.000 3.651.606.250 3.830.538.563 4.183.043.963 

NURUDDIN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19690817 199803 1 017

Wanasari,                 Maret   2022

CAMAT WANASARI

HP-KecWanasari
Draft

HP-KecWanasari
Draft
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BAB VII 

 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
 

 

           Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan 

sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal 

mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil 

dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja 

yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang 

lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya 

apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja 

yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan 

organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang 

telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Oleh karena penetapan indikator 

kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, 

maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan 

sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan  

Daerah (RPD) Kabupaten Brebes  tahun 2023-2026. Lebih jauh lagi, indikator 

kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. 

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat 

merencanakan kinerja.  

            Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi 

pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. 

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur 

yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah 

dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan 

lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - 

penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif 

keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 

sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Wanasari yang termuat dalam 

dalam RPD maka secara rinci indikator kinerja untuk 4 (empat) tahun kedepan 

dalam kurun waktu 2023 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran sesuai RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 seperti 

pada Tabel 7.1                                                                                                               

di bawah ini.  
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan  

Sasaran RPD 2023-2026 

 

 

 

No. 

 

 

Indikator 

 

Kondisi Kinerja 

pada awal period 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kodisi 

pada 

akhir 

periode 

RPJMD 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 
 
 

 
 
 

2. 
 

3 

Pelaksanaan 
tugas umum 
pemerintaha
n dan 
pelaksanaan 
pelimpahan 
wewenang 
Bupati (%) 
SKM PATEN 
( % ) 
 
Persentase 
peningkatan 
pelunasan 
PBB 

97 % 
 
 
 

 
 
 

100 % 
 

100 % 

100 % 
 
 
 

 
 
 

100 % 
 

100 % 

100 % 
 
 
 

 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

1 

100 % 
 
 
 

 
 
 

100 % 
 

100 % 

100 % 
 
 
 

 
 
 

100 % 
 

100 % 

100 % 
 
 
 

 
 
 

100 % 
 

100 % 

100 % 
 
 
 

 
 
 

100 % 
 

100 % 
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BAB VIII 

PENUTUP 

               Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes 

Tahun 2023 - 2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Wanasari selama 

4 (empat) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan 

Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka 

mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal 

tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Wanasari Kabupaten 

Brebes Tahun 2023 - 2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan 

perencanaan pembangunan dalam 4 (empat) tahun ke depan. Penyusunan 

perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam 

mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan 

misi Kepala Daerah. 

             Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Wanasari Kabupaten 

Brebes Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran serta 

program dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati. karena Bupati dan Wakil Bupati 

hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 

2017 akan berakhir pada tahun 2022 sedangkan pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati langsung akan dilaksanakan secara serantak pada tahun 2024. Sehingga 

terjadi kekosongan kepala daerah dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. 

Dokumen RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 ini merupakan pedoman 

dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.  

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :  

Kecamatan Wanasari berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan 

tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPD 

Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;  

 Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan 

Wanasari Tahun 2023-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana 

Kerja tahunan; 

3. Renstra Kecamatan Wanasari Tahun 2023-2026 merupakan indikator dalam 

proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja empat tahunan, sehingga dapat 

meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi i 

Rencana Pembangunan Daerah RPD) tahun 2023-2026 sesuai dengan tupoksi 
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Kecamatan Wanasari  Kabupaten Brebes. 

                    Pelaksanaan Renstra Kecamatan Wanasari  ini sangat memerlukan 

partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Wanasari, 

karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan 

yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen 

administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi 

pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi 

dan misi yang ingin dicapai dan semoga cita cita dan harapan masyarakat 

Kecamatan Wanasari dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun ke depan. 

 

 

 

       Wanasari,     Maret  2022 

 

CAMAT WANASARI 

 

 

NURUDDIN, SH 

Pembina 

NIP : 196908171998031017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP-KecWanasari
Draft

HP-KecWanasari
Draft


	0. Cover Renstra PD Th 2023 - 2026.pdf (p.1)
	1. Kata Pengantar FIX.pdf (p.2-3)
	2. Daftar Isi FIX.pdf (p.4-5)
	3. Halaman 1 sd 23.pdf (p.6-28)
	Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD.pdf (p.29-30)
	3. Halaman 24 sd 42.pdf (p.31-49)
	Tabel  4.1 Tujuan , dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.pdf (p.50)
	3. Halaman 43 sd 49.pdf (p.51-57)
	TABEL RENSTRA WANASARI 23-26.pdf (p.58-64)
	3. Halaman 50 sd 53.pdf (p.65-68)

